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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang penetapan hak asuh anak pasca terjadinya 

perceraian di Pengadilan Agama Pati. Putusnya perkawinan mengakibatkan 

perceraian yang mempunyai akibat hukum, salah satunya adalah mengenai Hak 

Asuh atas Anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian menarik 

untuk ditinjau secara yuridis mengenai penetapan hak asuh anak pasca terjadinya 

perceraian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penetapan hak 

asuh anak pasca terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas I A; 2) 

Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan Agama Pati 

Kelas I A. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan menguraikan putusan hakim yang 

dilaksanakan secara sistematis. Dengan sumber datanya berasal dari data sekunder 

dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, dalam menetapkan perkara hak asuh anak 

hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan 

anak bukan hanya untuk kepentingan para pihak sehingga nantinya tidak 

menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak korban perceraian. 

Kedua orang tua berkewajiban memeliharanya sampai anak dapat mandiri 

terhadap kehidupannya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41. Setelah terjadinya 

perceraian orang tua harus tetap memberikan kasih viiaying kepada anak 

walaupun anak hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya karena apabila 

tidak dapat mengganggu psikis dari anak tersebut.  

 

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak 
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ABSTRACT 

 This study discusses the determination of child custody after the divorce 

at the Pati Religious Court. The dissolution of a marriage results in divorce which 

has legal consequences, one of which is regarding the Custody of Children born 

from the marriage. Thus, it is interesting to review juridically regarding the 

determination of child custody after the divorce with the formulation of the 

problem as follows: 1) How is the determination of child custody after the divorce 

at the Pati Religion Court Class I A; 2) What are the legal consequences of 

determining child custody at the Pati Religious Court Class I A. 

 

 This study uses a sociological juridical approach with descriptive 

analysis research specifications by describing the judge's decisions which are 

carried out systematically. The data source comes from secondary data and the 

data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques using 

library research. 

 

 Based on the results of the study, in determining child custody cases, the 

judge is expected to be able to make decisions that are best for the interests of the 

children, not only for the interests of the parties so that later it will not hamper the 

physical and spiritual growth of children who are victims of divorce. Both parents 

are obliged to take care of it until the child can be independent of his life as Law 

Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Article 41. 

After the divorce, parents must continue to give love to the child even though the 

child only lives wrongly one of the parents because if it can not interfere with the 

psyche of the child. 

 

 

Keywords: Marriage, Divorce, Child Custody  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut hukum Islam perkawinan ialah akad yang begitu kuat 

ataupun bisa disebut mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Inti dari perkawinan merupakan serah 

terima dari wali calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki.
1
 

Menikah juga harus memenuhi beberapa syarat tertentu, salah satunya 

adalah umur yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan 

dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) 

tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

sehat dan berkualitas.
2
 

Bila pasangan yang sudah melakukan pernikahan harus sadar akan 

hak dan kewajiban sekaligus tugas masing – masing dapat mengerjakannya 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka dalam rumah tangga akan 

menjadi tempat yang harmonis, namun jika sebaliknya hak dan kewajiban 

tidak dapat terpenuhi secara baik maka akan timbul keretakan dalam rumah 

                                                             
1
 J.M. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama – agama, Alfabeta,2020, 

Hal 3 
2
 UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perawinan, Jogloabang 
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tangga yaitu seperti halnya perceraian di mana dapat menelantarkan status 

anak yang menjadi kewajiban suami atau istri.
3
 

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar 

“cerai”. Menurut istilah (syara‟) perceraian merupakan sebutan untuk 

melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaẓ yang sudah 

dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara‟.
4
 

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua 

orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak mereka. Hal tersebut 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a tentang Perkawinan 

yang berbunyi: 

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya.” 

 

Selain itu, Pasal 45 UU Perkawinan juga mengatur bahwa: 

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. 

 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, 

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus.” 

 

Bersumber dari kedua Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah 

bercerai, kedua orang tua dari seorang anak tetap berkewajiban untuk 

mengasuh dan mendidik anak mereka hingga sang anak kawin atau dapat 

                                                             
3
 Wahyu Trisnanda, Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo, 2013 

4
 H Khoirul Abror, KHA MH, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: Ladang 

Kata, 2020), hlm. 163 
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berdiri sendiri. Kewajiban ini sudah ditetapkan oleh pengadilan yang disebut 

sebagai hak asuh anak. 

Banyak kejadian diluar sana imbas dari perceraian mengakibatkan 

anak menjadi korban dan ditelantarkan oleh orang tuanya, hak itu sangat 

disayangkan padahal seharusnya kewajiban orang tua adalah merawat sang 

anak meskipus sudah bercerai. 

Dengan terjadinya perceraian berakibat bahwa kekuasaan orang tua 

berakhir dan berubah menjadi perwalian, maka dari itu jika perkawinan 

diputus oleh hakim maka harus diatur perwalian terhadap anak yang masih 

dibawah umur. Dengan terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya, anak 

akan mengalami perbedaan dalam kehidupan sehari – hari terkhusus lagi 

kehidupan keluarganya sebab sang anak akan berada dalam pengasuh dari 

salah satu orang tuanya. 

Banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan 

siapa yang berhak mendapatkan penguasaan terhadap anak – anak pasca 

perceraian, bukan hanya dari segi hukum tapi juga dari sosiologis yaitu 

perkembangan kepribadian sang anak dalam kehidupan di lingkungan dan 

masyarakat, segi psikologi yaitu perkembangan mental serta jiwa sang anak 

saat menghadapi keadaan yang baru dan tidak pernah dirasakan sebelumnya 

pasca perceraian orang tuanya, disamping itu hal yang menjadi pertimbangan 

ialah pihak mana dari kedua orang tua yang mampu untuk mendidik dan 

merawat anak tersebut meskipun itu tidak menghilangkan kekuasaan orang 

tua dari pihak lainnya. Semua hal itu akan menjadi pertimbangan guna 
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memenuhi kepentingan yang terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak 

tersebut.
5
 

Menurut Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pasal 7 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui 

orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
6
 

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang 

Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua memliki kewajiban dan 

tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak 

dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan 

memelihara anak. 

Diantara kedua orang tua siapakah yang paling berhak untuk 

memperoleh Hak Asuh anak tersebut. Salah satu aturan yang jelas dan tegas 

memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh 

ana katas anak tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang menyatakan : 

Dalam hal terjadinya perceraian : 

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. 

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaan. 

c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. 

                                                             
5
 Dewi Indah Novita Kartika, Tinjauan Yuridis Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca 

Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati, Studi Kasus Putusan No 

1966/Pdt.G/2016/PA.Pt, 2019  
6
 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan 

antara lain:  

1. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 

2. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang 

dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang 

memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan 

melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik 

secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut. 

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak yang berbunyi : 

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 

jika alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir” 

Perebutan hak asuh anak seharusnya tidak terjadi karena pengasuhan 

anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan, 

disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak 

suami setelah perceraian sebagai berikut:  

1. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
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perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

putusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataannya 

bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istri.
7
 

Didalam sebuah perceraian tidak hanya membahas mengenai harta 

perkawinan tetapi juga mengenai hak asuh anak saat orang tua sudah resmi 

bercerai, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering terjadi 

diantara suami istri yang telah bercerai, pelaksanaan hak asuh anak baik oleh 

ibu maupun ayah harus disertai dengan jaminan demi masa depan si anak 

tersebut. Apabila pemegang hak asuh anak tersebut ternyata tidak dapat 

menjamin kelangsungan hidup si anak baik dari biaya hidup maupun biaya 

pendidikan anak, maka hakim dapat memindahkan hak asuh anak kepada 

yang mampu membiayai keperluan anak tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang hak asuh anak 

dengan judul “ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Pati Kelas I A)” 

                                                             
7
 Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penetapan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di  

Pengadilan Agama Pati Kelas I A? 

2. Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan  

Agama Pati Kelas I A? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian di 

Pengadilan Agama Pati Kelas I A 

2. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan hak asuh anak di Pengadilan 

Agama Pati Kelas I A 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka 

wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk 

pengembangan ilmu hukum terkait dengan Hak Asuh Anak Pasca 

Perceraian. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan 

kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang Hak Asuh Anak 

Pasca Perceraian. 

3. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai syarat dalam 

menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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E. Terminologi 

Proposal ini berjudul tentang “Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam 

Putusan Pengadilan Agama Pati” 

1. Analisa  

Analisis atau analisa ialah sesuatu usaha yang dilakukan dengan 

metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Istilah ini 

kerap digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu 

bahasa, ilmu alam, maupun ilmu sosial. 

Analisis atau analisa biasanya digunakan saat menelaah suatu 

karangan atau penelitian. Maka, tak heran jika istilah ini banyak 

muncul dalam karya tulis ilmiah, seperti skripsi, makalah, atau 

disertasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 

analisis atau Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya, baik itu sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya. 

2. Yuridis 

Yuridis yaitu segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah 

disahkan oleh pemerintah, apabila aturan tersebut dilanggar, maka 

siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi dan sifatnya 

memaksa. 
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3. Hak Asuh Anak 

Dalam agama Islam, hak asuh atas anak ini disebut dengan 

istilah hadhanah. Hadhanah ini sendiri maknanya adalah merawat, 

mengasuh, dan memelihara anak. 

Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, hadhanah 

dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak 

yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang 

disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu 

membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk 

dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk 

mengasuhnya. 

Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik 

saat masih terikat dalam ikatan pernikahan atau pun sudah bercerai. Ini 

maknanya, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk 

memelihara dan mendidik anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada 

hak anak untuk tak dipisahkan oleh karena sebab apapun dari orang 

tuanya, yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak Internasional. 

4. Putusan 

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan 

bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan 

berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, 
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Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang 

berperkara.
8
 

5. Pengadilan Agama 

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang 

yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan 

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan 

shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 

 tentang Peradilan Agama.
9
 50 Tahun 2009

F. Metode Penelitian 

Untuk bisa mengetahui serta membahas suatu permasalahan maka dari 

itu memerlukan adanya pendekatan dengan memakai metode-metode yang 

bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
8
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 

Jogjakarta, 2009), hlm. 43 
9
 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

https://drive.google.com/open?id=1I7He5YfKNIZ68W36GuGgfU262wwvuuk2
https://drive.google.com/open?id=1I7He5YfKNIZ68W36GuGgfU262wwvuuk2
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1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu prosedur 

ilmiah untuk meemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 

hukum dari sisi noermatif. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yaitu 

menguraikan putusan hakim tentang hak asuh anak dan tentang 

kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilaksanakan secara sistematis, 

cermat, dan factual, menggunakan teori-teori hukum yang belum ada 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. 

3. Sumber Data dan Bahan Hukum 

Sumber data ialah subyek dari mana data yang diperlukan dalam 

suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data 

yang diperlukan adalah: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

yaitu dengan melakukan wawancara dengan sumbernya. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang 

bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari 
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peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian. 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, yang terdiri dari: 

a) Peraturan Perundang-undangan: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan 

2. Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak  

3. Kompilasi Hukum Islam 

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau 

pendapat pakar hukum. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan sekunder, seperti kamus umum, kamus 

hukum, majalah/jurnal atau surat kabar, sepanjang memuat 

informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.
10

 

 

                                                             
10

 Dewi Indah Novita Kartika, Tinjauan Yuridis Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak 

Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati, Studi Kasus Putusan No 

1966/Pdt.G/2016/PA.Pt, 2019 
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4. Pengumpulan Data 

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, 

maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji 

dan mengolah data secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta 

dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan hukum sekunder baik 

menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari 

bahan Pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan 

relevansi. 

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, 

konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dotrin-doktrin hukum serta 

isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu: 

a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia 

b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah 

maupun jurnal. 

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada bahan 

hukum sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan 

melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. 

5. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di 

Pengadilan Agama Pati Kelas I A. 
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6. Analisis Data Penelitian 

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan 

analisis kualitatif yang menganalisis isi dengan mendeskripsikan 

putusan hak asuh anak akibat perceraian. 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan masing-masing 

bab dari sub-sub bab. Adapun susunannya : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengurai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi materi dan teori Tinjauan Umum tentang 

Perkawinan yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Tujuan 

Perkawinan, Asas Perkawinan. Tinjauan Umum tentang Perceraian 

yang terdiri dari Pengertian Perceraian, Bentuk dan Jenis 

Perceraian, Alasan Perceraian. Tinjauan Umum tentang Hak Asuh 

Anak yang terdiri dari Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, 

Pengertian Hadhanah, Syarat-Syarat Hadhanah. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini mengenai pemaparan atas hasil analisis secara 

kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

dan merupakan jawaban atas rumusan yang berisi mengenai 
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Analisa yuridis hak asuh anak dalam putusan pengadilan agama 

Pati. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi tentang 

kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran 

sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian  Perkawinan 

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah 

melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara 

seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga 

yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa 

rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.
11

 

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan 

lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan 

untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara 

pendapat yang satu dengan yang lain. 

Menurut Ulama Syafi‟iyah adalah suatu akad dengan 

menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati‟ l 

(hubunganl intim).l Artinyal denganl pernikahanl seseorangl dapatl 

memilikil ataul dapatl kesenanganl daril pasangannya.
12

 

                                                             
11

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogkarta: 

Liberty, 1982), hlm. 9 
12

l Igal Kurniawan,l Perkawinanl Bedal Agama;l Studil Komparasil Ulamal Syafi‟iyahl 

denganl CLD-KHI,l 2016 
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Suatul akadl tidakl sahl tanpal menggunakanl lafal-lafall yangl 

khususl sepertil akanl khitbah,l akadl salam,l akadl nikah.l Nikahl 

secaral hakikil adalahl bermaknal akadl danl secaral majasl bermaknal 

wat‟un. 

Sedangkanl artil nikahl menurutl istilahl adalahl melakukanl 

suatul akadl ataul perjanjianl untukl mengikatl diril antaral seorangl 

laki-lakil denganl seorangl wanital untukl menghalalkanl suatul 

hubunganl kelaminl antaral keduanyal sebagail dasarl sukal relal ataul 

keridhaanl hidupl keluargal yangl diliputil rasal kasihl sayangl danl 

ketentramanl denganl caral yangl diridhail Allahl SWT. 

Pengertianl nikahl itul adal tiga,l yangl pertamal adalahl 

secaral bahasal nikahl adalahl hubunganl intiml danl mengumpuli,l 

sepertil dikatakanl pohonl itul menikahl apabilal salingl membuahil 

danl kumpull antaral yangl satul denganl yangl lain,l danl jugal bisal 

disebutl secaral majazl nikahl adalahl akadl karenal denganl adanyal 

akadl inilahl kital dapatl menggaulinya.l Menurutl Abul Hanifahl 

adalahl Wati‟akadl bukanl Wat‟unl (hubunganl intim).l Kedua,l 

secaral hakikil nikahl adalahl akadl danl secaral majazl nikahl adalahl 

Wat‟unl (hubunganl intim)l sebaliknyal pengertianl secaral bahasa,l 

danl banyakl dalill yangl menunjukkanl bahwal nikahl tersebutl 

adalahl akadl sepertil yangl dijelaskanl dalaml al-Quranl danl Hadist,l 

antaral lainl adalahl firmanl Allah.l Pendapatl inil adalahl pendapatl 

yangl palingl diterimal ataul unggull menurutl golonganl Syafi‟yahl 
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danl Imaml Malikiyah.l Ketiga,l pengertianl nikahl adalahl antaral 

keduanyal yaknil antaral akadl danl Wati‟l karenal terkadangl nikahl 

itul diartikanl akadl danl terkadangl diartikanl Wat‟unl (hubunganl 

intim). 

Dalaml setiapl perikatanl akanl timbull hak-hakl danl 

kewajibanl padal dual sisi.l Maksudnya,l apabilal mempunyail 

kemauanl ataul kesanggupanl yangl dipadukanl dalaml satul 

ketentuanl danl disyaratkanl denganl kata-kata,l ataul sesuatul yangl 

bisal dipahamil demikian,l makal denganl inil terjadilahl peristiwal 

hukuml yangl disebutl denganl perikatan.
13

 

Daril pengertianl dil atasl walaupunl adal perbedaanl pendapatl 

tentangl pengertianl perkawinan,l tetapil daril semual rumusanl yangl 

dikemukakanl adal satul unsurl yangl merupakanl kesamaanl daril 

seluruhl pendapat,l yaitul bahwal nikahl itul merupakanl suatul 

perjanjianl perikatanl antaral seorangl laki-lakil danl seorangl 

perempuan.l Perjanjianl disinil bukanl sembarangl perjanjianl sepertil 

perjanjianl jual-belil ataul sewa-menyewa,l tetapil perjanjianl dalaml 

nikahl adalahl merupakanl perjanjianl sucil untukl membentukl 

keluargal antaral seorangl laki-lakil danl seorangl perempuanl untukl 

menghalalkanl hubunganl antaral keduanyal danl jugal mewujudkanl 

kebahagiaanl danl ketentramanl sertal memilikil rasal kasihl sayang,l 

sesuail denganl sisteml yangl telahl ditentukanl olehl syari‟atl Islam. 

                                                             
13

l Achmadl Kuzairi,l Nikahl Sebagail Perikatan,l (Jakarta:l Rajal Grafindol Persada,l 

1995),l hlm.l 1-2 
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Perkawinanl adalahl suatul perjanjianl perikatanl antaral orangl 

laki-lakil danl orangl perempuan,l dalaml hall inil perkawinanl 

merupakanl perjanjianl yangl sakrall untukl membentukl keluargal 

yangl kekall danl bahagia,l bahkanl dalaml pandanganl masyarakatl 

perkawinanl itul bertujuanl membangun,l membinal danl memeliharal 

hubunganl kekerabatanl yangl rukunl danl damai,l sepertil yangl telahl 

disyaratkanl dalaml al-Quranl suratl al-Ruml ayatl 21. 

ٍْْ يِ َٔ l ْ  ّ تِ ٌٰ ٌْْ lاٰ ٍْْ lنَكُىْْ lخَهَقَْ lاَ َْفسُِكُىْْ lيِّ اجًا lاَ َٔ ا lازَْ  ْٕ ٍَْٓا lنِّتَسْكُُُ جَعَمَْ lانَِ َٔ l ٍُْْْكَُى  lبَ

ةًْ دَّ َٕ تًْ lيَّ ًَ رَحْ َّٔ  ٌَّْ اِ  ۗ l ًْْ ت ْ lذٰنِكَْ lفِ ٌٰ وْ  lلََٰ ْٕ ٌَْ lنِّقَ ْٔ رُ  ٌَّتَفَكَّ

wal minl āyātihīl anl khalaqal lakuml minl anfusikuml azwājall 

litaskunūl ilaihāl wal ja'alal bainakuml mawaddatawl wal 

raḥmah,l innal fīl żālikal la`āyātill liqaumiyl yatafakkarụnl  

Artinya:l “Danl dil antaral tanda-tandal kekuasaan-Nyal 

ialahl Dial menciptakanl untukmul istri-istril daril jenismul 

sendiri,l supayal kamul cenderungl danl merasal tenteraml 

kepadanya,l danl dijadikan-Nyal diantaramul rasal kasihl danl 

sayang.l Sesungguhnyal padal yangl demikianl itul benar-

benarl terdapatl tanda-tandal bagil kauml yangl berpikir”. 

 

Perkawinanl bagil manusial bukanl sekedarl persetubuhanl 

antaral jenisl kelaminl yangl berbeda,l sebagail makhlukl yangl 

disempurnakanl Allah,l makal perkawinanl mempunyail tujuanl untukl 

membentukl keluargal yangl bahagial danl kekal.
14

 

Denganl demikianl agamal Islaml memandangl bahwa,l 

perkawinanl merupakanl basisl yangl baikl dilakukanl bagil 

                                                             
14

l Imaml Sudiyat,l Asas-asasl Hukuml Adatl Bekall Pengantar,l (Yogyakarta:l Liberty,l 

1991),l hlm.l 1 
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masyarakatl karenal perkawinanl merupakanl ikatanl lahirl batinl 

yangl sahl menurutl ajaranl Islam,l danl merupakanl perjanjianl yangl 

manal hukuml adatl jugal berperanl sertal dalaml penyelesaianl 

masalah-masalahl perkawinanl sepertil halnyal pernikahanl dinil atasl 

latarl belakangl yangl tidakl laziml menurutl hukuml adatl hinggal hall 

inil adatl menjadikanl hukuml untukl mengawinkanl secaral 

mendesakl olehl aparatl desa,l yangl itul mengacul kepadal 

kesepakatanl masyarakatl yangl tidakl lepasl daril unsurl agamal 

Islam.
15

 

Perkawinanl hukumnyal menjadil sunnahl apabilal seseorangl 

dilihatl daril segil jasmaninyal sudahl memungkinkanl untukl kawinl 

danl daril segil materil telahl mempunyail sekedarl biayal hidup,l 

makal bagil orangl demikianl itul sunnahl baginyal untukl kawin.l 

Sedangkanl ulamal Syafi‟yahl menganggapl bahwal niatl itul sunnahl 

bagil orangl yangl melakukannyal denganl niatl untukl mendapatkanl 

ketenanganl jiwal danl melanjutkanl keturunan.
16

 

Perkawinanl hukumnyal menjadil wajibl apabilal seseorangl 

dilihatl daril segil biayal hidupl sudahl mencukupil danl daril segil 

jasmaninyal sudahl mendesakl untukl kawin,l sehinggal kalaul tidakl 

kawinl dial akanl terjerumusl melakukanl penyelewengan,l makal 

bagil orangl yangl demikianl itul wajiblahl baginyal untukl kawin. 

                                                             
15

l Ibid,l hlm.l 2 
16

l Hamdani,l Risalahl All Munakahah,l (Jakarta:l Citral Karsal Mandiri,l 1995),l hlm.l 

24-25 
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Perkawinanl hukumnyal menjadil makruhl apabilal seseorangl 

yangl dipandangl daril segil jasmaninyal sudahl wajarl untukl kawin,l 

tetapil beluml sangatl mendesakl sedangl biayal untukl kawinl beluml 

ada,l sehinggal kalaul kawinl hanyal akanl menyengsarakanl hidupl 

istril danl anak-anaknya,l makal bagil orangl yangl demikianl itul 

makruhl baginyal untukl kawin. 

Perkawinanl hukumnyal menjadil haraml apabilal seseorangl 

itul menyadaril bahwal dirinyal tidakl mampul melaksanakanl hidupl 

berumahl tangga,l melaksanakanl kewajibanl batinl sepertil 

mencampuril istri.l Sebaliknyal bagil perempuanl bilal ial sadarl 

dirinyal tidakl mampul memenuhil hak-hakl suami,l ataul adal hal-hall 

yangl menyebabkanl dial tidakl bisal melayanil kebutuhanl batinnya,l 

karenal sakitl jiwal ataul kistal ataul penyakitl lainl padal 

kemaluannya,l makal ial tidakl bolehl mendustainya,l tetapil wajiblahl 

ial menerangkanl semual itul kepadal laki-lakinya.l Ibaratnyal sepertil 

seorangl pedagangl yangl wajibl menerangkanl keadaanl barang-

barangnyal bilamanal adal aibnya.
17

 

Bilal terjadil salahl satul pasanganl mengetahuil aibl padal 

lawannya,l makal ial berhakl untukl membatalkan.l Jikal yangl aibl 

perempuan,l makal suaminyal bolehl membatalkanl danl dapatl 

mengambill kembalil maharl yangl telahl diberikan.
18
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b. Perkawinanl Menurutl Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l 

tentang 

Perubahanl Atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l tentang 

Perkawinan 

Dalaml UUl Nol 16l Tahunl 2019l ,l dalaml pasall 1l 

merumuskanl pengertianl sebagail berikut: 

Perkawinanl ialahl ikatanl lahirl bathinl antaral seorangl prial 

denganl seorangl wanital sebagail suamil isteril denganl tujuanl 

membentukl keluargal (rumahl tangga)l yangl bahagial danl kekall 

berdasarkanl Ketuhananl Yangl Mahal esa. 

Adal beberapal hall daril rumusanl dil atasl yangl perlul 

diperhatikan: 

1) Maksudl daril seorangl prial denganl seorangl wanital adalahl 

bahwal perkawinanl itul hanyalahl antaral jenisl kelaminyangl 

berbeda.l Hall inil menolakl perkawinanl sesamal jenisl yangl 

waktul inil telahl dilegalkanl olehl beberapal Negaral Barat. 

2) Sedangkanl suamil istril mengandungl artil bahwal 

perkawinanl itul adalahl bertemunyal dual jenisl kelaminl 

yangl berbedal dalaml suatul rumahl tangga,l bukanl hanyal 

dalaml istilahl “hidupl bersama”. 

3) Dalaml definisil tersebutl disebutl pulal tujuanl perkawinanl 

yangl membentukl rumahl tanggal yangl bahagial yangl kekal,l 

yangl menafikanl sekaligusl perkawinanl temporall sebagail 
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manal yangl berlakul dalml perkawinanl mut‟ahl danl 

perkawinanl tahlil. 

4) Disebutkanl berdasarkanl Ketuhanl Yangl Mahal Esal 

menunjukkanl bahwal perkawinanl itul bagil Islaml adalahl 

peristiwal agamal danl dilakukanl untukl memenuhil perintahl 

agama.
19

 

Menurutl Soemiyatil menyebutkanl perjanjianl dalaml 

perkawinanl inil mengandungl 3l karakterl khusus 

1) Perkawinanl tidakl dapatl dilakukanl tanpal unsurl sukal relal 

daril kedual belahl pihak. 

2) Kedual belahl pihakl yangl mengikatl perkawinanl itul salingl 

mempunyail hakl untukl memutuskanl perjanjianl perkawinanl 

berdasarkanl ketentuanl yangl sudahl adal hukum-hukumnya. 

3) Persetujuanl perkawinanl itul mengaturl batas-batasl hukuml 

mengenail hakl danl kewajibanl masing-masingl pihak. 

Persetujuanl perkawinanl inil padal dasarnyal tidaklahl samal 

denganl persetujuanl yangl lainnya,l misalnyal persetujuanl jual-beli,l 

sewa-menyewal danl lain-lainnya.l Menurutl Mr.l Wirjonol 

Prodjojodikorol perbedaanl antaral persetujuanl perkawinanl danl 

persetujuanl biasal adalahl persetujuanl biasal semual pihakl berhakl 

menentukanl sendiril pokokl perjanjianl asalakanl sesuail denganl 
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peraturanl danl tidakl melanggarl asusila,l sedangkanl persetujuanl 

perkawinanl isil daril perjanjianl perkawinanl sudahl ditentukanl olehl 

hukum.
20

 

2. Tujuanl Perkawinan 

Tujuanl Perkawinanl secaral umum: 

a. Mendapatkanl danl melangsungkanl keturunan. 

b. Memenuhil hajatl manusial menyalurkanl syahwatnyal danl 

menumpahkanl kasihl sayangnya. 

c. Memenuhil panggilanl agama,l memeliharal diril daril kejahatanl 

danl kerusakan. 

d. Bersungguh-sungguhl dalaml menjalankanl tanggungl jawab. 

e. Membangunl rumahl tanggal untukl membentukl masyarakatl 

yangl tenteraml atasl dasarl cintal danl kasihl sayang.
21

 

Tujuanl Perkawinanl menurutl Hukuml Islam: 

a. Berbaktil kepadal Allah 

b. Memenuhil ataul mencukupkanl kodratl hidupl manusial yangl 

telahl menjadil hukuml bahwal antaral prial danl wanital salingl 

membutuhkan 

c. Mempertahankanl keturunanl umatl manusia 

d. Melanjutkanl perkembanganl danl ketentraman 

hidupl rohaniahl antaral prial danl Wanita 
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21

l Abdull Rahmanl Ghozali,l Fiqihl Munakahat,l (Jakarta:l Prenadal Medial Group,l 
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e. Mendekatkanl danl salingl menimbulkanl pengertianl antarl 

golonganl manusial untukl menl jagal keselamatanl hidup.
22

 

3. Asasl Perkawinan 

Dalaml ikatanl “Perkawinan”l sebagail salahl satul bentukl 

perjanjianl sucil antaral seorangl prial denganl seorangl wanital yangl 

mempunyail segi-segil perdata,l berlakul beberapal asasl menurutl Hukuml 

Islaml sebagail berikut:
23

 

a. Asasl Kesukarelaan 

Asasl kesukarelaanl merupakanl asasl terpentingl dalaml 

perkawinanl Islam.l Kesukarelaanl itul tidakl hanyal harusl 

terdapatl antaral kedual calonl saja,l tetapil jugal antaral kedual 

orangl tua.l Kesukarelaanl orangl tual yangl menjadil walil 

seorangl wanital merupakanl suatul hall yangl pentingl dalaml 

Islam. 

b. Asasl Persetujuanl Kedual Belahl Pihak 

Dalaml asasl inil menjelaskanl bahwal tidakl bolehl adanyal 

suatul paksaanl dalaml melangsungkanl perkawinan.l Perkawinanl 

harusl didasarkanl atasl cintal danl persetujuanl daril kedual calonl 

mempelail terutamal persetujuanl seorangl gadisl untukl 

dinikahkanl denganl seorangl pemuda,l misalnyal harusl dimintal 

lebihl dahulul olehl walil ataul orangl tuanya. 
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c. Asasl Kebebasanl Memilih 

Asasl inil jugal disebutkanl dalaml Sunnahl Nabi.l 

Diceritakanl olehl Ibnul Abbasl bahwal padal suatul ketikal 

seorangl gadisl bernamal Jariyahl menghadapl Rasulullahl SAWl 

danl menyatakanl bahwal ial telahl dikawinkanl ayahnyal denganl 

seseorangl yangl tidakl disukainya.l Setelahl mendengarl 

pengaduanl itu,l Nabil menegaskanl bahwal ial (Jariyah)l dapatl 

memilihl untukl meneruskanl perkawinanl denganl orangl yangl 

tidakl disukainyal itul ataul memintal supayal perkawinannyal itul 

dibatalkanl untukl dapatl memilihl pasanganl danl kawinl denganl 

orangl lainl yangl disukainya. 

d. Asasl Kemitraanl Suami-Istri 

Asasl inil memilikil tugasl danl fungsil yangl berbedal 

karenal perbedaanl kodratl (sifatl asal,l pembawaan).l Kemitraanl 

inil menyebabkanl kedudukanl yangl berbedal diantaral keduanya,l 

dimanal kital mengetahuil bahwal seorangl suamil 

bertanggungjawabl atasl keluarganyal karenal didalaml kehidupanl 

rumahl tanggal seorangl suamil menjadil kepalal keluargal danl 

seorangl istripunl memilikil tanggungl jawabl untukl menjadil 

kepalal danl penanggungl jawabl pengaturanl rumahl tangga. 

e. Asasl Untukl Selama-lamanya 

Asasl inil menunjukkanl bahwal perkawinanl dilaksanakanl 

untukl membinal cintal sertal kasihl sayangl selamal hidupl danl 
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untukl mendapatkanl keturunanl yangl baik.l Nabil Muhammadl 

SAWl melarangl suatul pernikahanl yangl hanyal digunakanl 

untukl bersenang-senangl dalaml waktul tertentul sajal sepertil 

yangl terdapatl padal masyarakatl Arabl Jahiliyah.
24

 

f. Asasl Monogamil Terbukal (Karenal Darurat) 

Asasl inil disimpulkanl daril Alqur‟anl surahl An-Nisaal 

ayatl 3l danl ayatl 129.l Didalaml ayatl 3l dinyatakanl bahwal 

seorangl prial musliml dibolehkanl ataul bolehl beristril lebihl daril 

satul asall dapatl memenuhil beberapal syaratl tertentul 

diantaranyal adalahl syaratl mampul berlakul adill terhadapl semual 

wanital yangl menjadil istrinya.l Dalaml ayatl 129l surahl yangl 

samal Allahl SWTl menyatakanl bahwal manusial tidakl mungkinl 

berlakul adill terhadapl istri-istrinyal walaupunl ial inginl berbuatl 

demikian.l Olehl karenal ketidakmungkinanl berlakul adill 

terhadapl istri-istril itul makal Allahl SWTl menegaskanl bahwal 

seorangl laki-lakil lebihl baikl hanyal menikahil seorangl wanital 

saja.l Inil berartil istril lebihl daril seorangl merupakanl jalanl 

daruratl yangl barul bolehl dilaluil olehl seorangl laki-lakil Musliml 

kalaul terjadil bahayal ataul sesuatul yangl menyebabkanl ial 

bertindakl demikian,l misalnyal utukl menyelamatkanl dirinyal 
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daril berbuatl dosal ataul apabilal istrinyal tidakl dapatl memenuhil 

kewajibannyal sebagail istri.
25

 

Islaml telahl mensyariatkanl agarl perkawinanl itul 

dilaksanakanl selamal lamanya,l diliputil olehl rasal kasihl sayangl 

danl salingl mencintai.l Islaml jugal mengharamkanl perkawinanl 

yangl tujuannyal untukl sementaral waktul tertentu,l hanyal 

sekedarl untukl melepaskanl hawal nafsul saja.l  

B. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraianl merupakanl bagianl daril perkawinan.l Karenal itul 

perceraianl senantiasal diaturl olehl hukuml perkawinan.l Hukuml 

perkawinanl dil Indonesial tidakl hanyal satul macam,l tetapil berlakul 

berbagail peraturanl hukuml perkawinanl untukl berbagail golongan.l Hall 

inil disebabkanl olehl ketentuan-ketentuanl yangl tersebutl dalaml Pasall 

163l ISl (Indischel Staatsregeling)l yangl telahl membagil golonganl 

pendudukl Indonesial menjadil tigal golongan,l yaitu:l golonganl Eropa,l 

golonganl Timurl Asing,l danl golonganl Indonesial Aslil (Bumiputera).
26

 

Meskipunl tidakl terdapatl suatul pengertianl secaral otentikl 

tentangl perceraian,l tidakl berartil bahwal masalahl perceraianl inil tidakl 

diaturl samal sekalil dil dalaml Undang-Undangl Perkawinan.l Bahkanl 

yangl terjadil justrul sebaliknya,l pengaturanl masalahl perceraianl 
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Indonesia,l 1981),l hlm.l 15 



 

29 
 

mendudukil tempatl terbesar.l Hall inil lebihl jelasl lagil apabilal kital 

melihatl peraturan-peraturanl pelaksanaannya. 

Beberapal sarjanal jugal memberikanl rumusanl ataul definisil daril 

perceraianl itul sendiri,l antaral lain: 

a. Menurutl Subekti,l perceraianl ialahl penghapusanl perkawinanl 

denganl putusanl hakim,l ataul tuntutanl salahl satul pihakl dalaml 

perkawinanl itu.
27

 

b. Menurutl R.l Soetojol Prawiroharmidjojol danl Azisl Safioedin,l 

perceraianl berlainanl denganl pemutusanl perkawinanl sesudahl 

perpisahanl mejal danl tempatl tidurl yangl didalamnyal tidakl 

terdapatl perselisihanl bahkanl adal kehendakl baikl daril suamil 

maupunl istril untukl pemutusanl perkawinan.l Perceraianl selalul 

berdasarl padal perselisihanl antaral suamil danl istri.
28

 

c. Menurutl P.N.Hl Simanjuntak,l perceraianl adalahl pengakhiranl 

suatul perkawinanl karenal sesuatul sebabl denganl keputusanl 

hakiml atasl tuntutanl daril salahl satul pihakl ataul kedual belahl 

pihakl dalaml perkawinan.
29

 

Islaml sendiril telahl memberikanl penjelasanl danl definisil bahwal 

perceraianl menurutl ahlil fiqihl disebutl talakl ataul furqoh.l Talakl 

diambill daril katal (Itlak),l artinyal melepaskan,l ataul meninggalkan.l 
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Sedangkanl dalaml istilahl syara‟,l talakl adalahl melepaskanl ikatanl 

perkawinan,l ataul rusaknyal hubunganl perkawinan.
30

 

Talakl menurutl perspektifl Islaml adalahl sesuatul yangl buruk,l 

dimanal sebisal mungkinl kital sebagail umatl musliml dapatl menjahuil 

daril katal perceraianl tersebut.l Rasulullahl bersabdal “Sesuatul yangl 

halall tapil palingl dibencil Allahl adalahl perceraian".l Inil menunjukkanl 

dil satul sisil bahwal terkadangl perceraianl itul tidakl bisal dihindaril 

sehinggal jikal adal pasanganl yangl memangl tidakl adal kecocokanl lagil 

danl masihl memaksakanl untukl terusl bersama,l itul akanl merugikanl 

semual pihak.l Makal dibolehkanl perceraian,l tetapil diingatkanl bahwal 

perceraianl itul halall tapil dibencil Allah. 

Berikutl beberapal rumusanl yangl diberikanl olehl ahlil fiqihl 

tentangl definisil talakl diantaral sebagail berikut:
31

 

a. Dahlanl Ihdami,l memberikanl pengertianl sebagail berikut:l 

Lafadzl talakl berartil melepaskanl ikatan,l yaitul putusnyal ikatanl 

perkawinanl denganl ucapanl lafadzl yangl khususl sepertil talakl 

danl kinayahl (sindiran)l denganl niatl talak.
32

 

b. Sayyidl Sabiq,l memberikanl pengertianl sebagail berikut:l Lafadzl 

talakl diambill daril katal itlakl artinyal melepaskanl ataul 

meninggalkan.l Sedangkanl dalaml istilahl syara‟,l talakl artinyal 
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melepaskanl ikatanl perkawinanl ataul mengakhiril hubunganl 

perkawinan.
33

 

c. Zainuddinl binl Abdull Aziz,l memberikanl pengertianl perceraianl 

sebagail berikut:l Talakl menurutl bahasal adalahl melepaskanl 

ikatan,l sedangkanl menurutl istilahl syara‟l talakl adalahl 

melepaskanl ikatanl perkawinanl denganl menggunakanl kata-

kata.
34

 

Undang-Undangl Perkawinanl menganutl prinsipl mempersukarl 

terjadinyal perceraian,l karenal perceraianl akanl membawal akibatl burukl 

bagil pihak-pihakl yangl bersangkutan.l Denganl maksudl untukl 

mempersukarl terjadinyal perceraianl makal ditentukanl bahwal 

melakukanl perceraianl harusl adal cukupl alasanl bagil suamil istril itul 

tidakl akanl dapatl hidupl rukunl sebagail suamil istri.
35

 

2. Bentuk dan Jenis Perceraian 

Bentukl danl jenisl perceraianl dil Indonesial ditinjaul daril segil 

tatal caral danl beracaral dil Pengadilanl Agamal telahl diaturl dalaml 

Peraturanl Pemerintahl Nol 9l Tahunl 1975,l yangl dibedakanl menjadil 2l 
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bagianl yaitul perceraianl karenal talakl ataul denganl berdasarkanl 

gugatanl perceraian:
36

 

 

a. Cerail Berdasarkanl Talak 

Perceraianl berdasarkanl talakl termuatl dalaml Babl XVIl 

Pasall 117l Kompilasil Hukuml Islaml dil Indonesial menjelaskanl 

bahwal talakl adalahl ikrarl suamil dil hadapanl sidangl Pengadilanl 

Agamal yangl menjadil salahl satul penyebabl putusnyal 

perkawinan.
37

 

Perceraianl berdasarkanl talakl dibedakanl menjadil 2l 

bagian,l yaitul talakl raj‟il danl talakl ba‟in,l yangl secaral khususl 

diaturl dalaml Kompilasil Hukuml Islam,l demikianl dalaml 

bangunanl hukuml Islaml talakl merupakanl hakl suamil untukl 

menceraikanl istrinya: 

1) Talakl Raj‟i 

Talakl raj‟i,l merupakanl suatul talakl yangl 

mempunyail kemungkinanl untukl dihapusl olehl pihakl 

suamil ataul pihakl suamil dapatl rujukl kembalil denganl 

pihakl istri.l Padal talakl raji‟il inil seorangl suamil dapatl 

melakukanl talakl sebanyakl 3l kalil apabilal talakl tersebutl 

diucapkanl lagil olehl pihakl suamil setelahl 3l kalil makal 

pihakl suamil tidakl bisal lagil mengajakl rujukl istrinya. 
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2) Talakl Ba‟in 

Talakl ba‟inl cenderungl mengadopsil sebagianl daril 

konsepl fasakhl nikah,l yangl padal dasarnyal tidakl 

merupakanl talakl (tidakl mengurangil jumlahl talak).l 

Kompilasil Hukuml Islaml menganutl pahaml keberadaanl 

fasakhl nikahl sebagail talakl (mengurangil jumlahl talak).l 

Padal talakl inil pihakl prial tidakl mempunyail 

kemungkinanl untukl melakukanl rujukl setelahl 

mengucapkanl talak,l sebagaimanal ketentuanl talakl ba‟inl 

yangl teradopsil daril ketentuanl hukuml Islam,l danl 

tertuangl dalaml Kompilasil Hukuml Islaml dibedakanl 

menjadil Talakl Ba‟inl Sughral danl Talakl Ba‟inl Kubra:
38

 

a) Talakl Ba‟inl Sughra 

Talakl yangl menghilangkanl hak-hakl rujukl 

daril bekasl suaminya,l tetapil tidakl menghilangkanl 

hakl nikahl barul kepadal bekasl istrinyal itu,l yangl 

termasukl talakl ba‟inl shugral adalahl talakl yangl 

dijatuhkanl suaminyal padal istril yangl beluml terjadil 

setubuhl danl Khulu.l Ketentuanl jugal definisil Talakl 

Ba‟inl Sughral jugal tertuangl dalaml Kompilasil 

Hukuml Islam. 
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b) Talakl Ba‟inl Kubra 

Talakl yangl berakibatl hilangnyal hakl bekasl 

suamil untukl merujukl ataul denganl akadl nikahl barul 

baikl dalaml masal iddahl maupunl sesudahl masal 

iddahl habis.l Namunl seorangl suamil yangl mentalakl 

ba‟inl istrinyal bolehl mengawinil istrinyal kembalil 

jikal memenuhil syarat-syaratl yaitu: 

1. Istril telahl kawinl denganl laki-lakil lain 

2. Istril telahl dicampuril olehl suaminyal yangl baru 

3. Istril telahl dicerail olehl suaminyal yangl baru 

4. Telahl habisl masal iddahnya 

Bilamanal perkawinanl itul putusl karenal talak,l makal 

bekasl suamil wajib: 

1) Memberikanl mut‟ahl yangl layakl kepadal bekasl istrinya,l 

baikl berupal uangl ataul benda,l kecualil bekasl istril 

tersebutl qoblaaldukhul; 

2) Memberikanl nafkah,l masl kawin,l danl kiswahl kepadal 

bekasl istril selamal dalaml masal iddah,l kecualil bekasl istril 

telahl dijatuhil talakl ba‟inl ataul nusyuzl dalaml keadaanl 

tidakl hamil; 

3) Memberikanl biayal hadhanahl untukl anak-anaknyal yangl 

beluml mencapail umurl 21l tahun. 
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b. Cerail Berdasarkanl Gugat 

K.l Wantjikl Salehl mengemukakanl yangl dimaksudl 

denganl gugatanl perceraianl adalahl perceraianl karenal adal 

suatul gugatanl lebihl dahulul daril salahl satul pihakl kepadal 

Pengadilanl danl denganl suatul putusanl Pengadilan.
39

 

Adapunl dalaml hukuml Islaml cerail gugatl disebutl 

denganl istilahl khulu‟,l yangl berasall daril katal khal‟ul al-saub,l 

artinyal melepasl pakaian,l karenal wanital adalahl pakaianl laki-

lakil danl sebaliknyal laki-lakil adalahl pelindungl Wanita. 

Adapunl yangl termasukl dalaml cerail gugatl dalaml 

lingkunganl Pengadilanl Agamal itul adal beberapal macam,l 

yaitu:
40

 

1) Fasakhl ataul batall yaitul rusaknyal hukuml yangl 

ditetapkanl terhadapl suatul amalanl seseorang,l karenal 

tidakl memenuhil syara‟.l Selainl itul tidakl memenuhil 

syaratl danl rukun,l jugal perbuatanl itul dilarangl ataul 

diharamkanl olehl agama.l Jadil secaral umum,l batalnyal 

perkawinanl yaitul “rusakl ataul tidakl sahnyal perkawinanl 

keranal tidakl memenuhil salahl satul syaratl ataul salahl 

salahl satul rukunnya,l ataul sebabl lainl yangl dilarangl 

ataul diharamkanl olehl agama”.l Pisahnyal suamil istril 

akibatl fasakhl berbedal denganl yangl diakibatkanl olehl 
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36 
 

talak.l Sebabl tidakl adal talakl ba‟inl danl talakl raj‟i.l 

Talakl raj‟il tidakl mengakhiril ikatanl suamil istril denganl 

seketikal sedangkanl talakl ba‟inl mengakhirinyal seketikal 

itul juga.l Adapunl fasakh,l baikl karenal hal-hall yangl 

datangl belakanganl maupunl karenal adanyal syarat-syaratl 

yangl tidakl terpenuhi,l makal ial mengakhiril ikatanl 

pernikahanl seketikal itul juga.
41

 

2) Syiqaq,l menurutl bahasal berartil perselisihanl ataul retak.l 

Sedangkanl menurutl istilahl syiqaql berartil krisisl 

memuncakl yangl terjadil antaral suami-istril sedemikianl 

rupa,l sehinggal antaral suamil istril terjadil pertentanganl 

pendapatl danl pertengkaran,l menjadil dual pihakl yangl 

tidakl mungkinl dipertemukanl danl kedual belahl pihakl 

tidakl dapatl mengatasinya.l Menurutl istilahl Fiqih,l 

Syiqaql merupakanl perselisihanl antaral suamil istril yangl 

diselesaikanl olehl dual orangl hakiml yaitul seorangl 

hakiml daril pihakl suamil danl seorangl hakiml daril pihakl 

istri.l Dimanal kedual hakiml tersebutl bertugasl untukl 

mendamaikannya.
42

 

3) Khulu‟,l pengertianl Khulu‟l menurutl bahasa,l katal khulu‟l 

dibacal dhomahl hurufl khal yangl bertitikl danl sukunl laml 

daril katal khila‟l denganl dibacal fathahl artinyal naza‟l 
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(Jakarta:l Kencana,l 2004),l hlm.l 34 
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(mencabut),l karenal masing-masingl daril suamil istril 

mencabutl pakaianl yangl lainl sepertil firmanl Allahl 

dalaml Al-Quran: 

ٍَّْ ُْl  ْنِبَاسl ْْنَّكُىl َُْْْتى اَ َٔ l  ْنِبَاسl ٍَّْ ُ  نَّٓ

Hunnal libāsull lakuml wal antuml libāsull lahunn, 

Artinya:l “Merekal itul adalahl pakaian,l danl kamupunl 

adalahl pakaianl bagil mereka”.l (QS.l Al-Baqarah:l 187). 

Pengertianl Khulu‟l secaral umuml adalahl perceraianl 

denganl disertail sejumlahl hartal sebagail „iwadhl yangl 

diberikanl olehl istril kepadal suaminyal untukl menebusl 

diril agarl terlepasl daril ikatanl perkawinan.l Perceraianl 

antaral suamil danl istril akibatl khulu‟,l suamil tifdakl bisal 

meruju‟l istrinyal padal masal iddah. 

Sedangkanl menurutl Prof.l Dr.l Amirl Syarifuddinl khulu‟l 

merupakanl suatul bentukl daril putusnyal perkawinan,l 

namunl bedal denganl bentukl lainl daril putusnyal 

perkawinanl itul dalaml khulu‟l terdapatl uangl tembusanl 

ataul gantil rugil ataul „iwadh.l Sedangkanl menurutl Moh.l 

Rifa‟i,l khulu‟l ialahl perceraianl yangl timbull atasl 

kemauanl istril denganl membayarl „iwadhl kepadal suami.l 

Perceraianl yangl dilakukanl secaral khulu‟l berakibatl 

bekasl suamil tidakl dapatl rujukl lagil danl tidakl bolehl 
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menambahl talakl sewaktul „iddah,l hanyal dibolehkanl 

kawinl lagil ataul kembalil denganl akadl baru.
43

 

4) Ta‟liql Talaql menurutl bahasal adalahl “penggantunganl 

talaq”.l Talaql dalaml bahasal Arabl berartil “syaratl ataul 

janji”.l Sedangkanl menurutl istilahl fiqhl mengartikanl 

ta‟liql talaql sebagail talaql yangl diucapkanl dikaitkanl 

denganl waktul tertentul sebagail syaratl yangl 

dijatuhkannyal talaq.l Ta‟liql ialahl lafazl yangl diucapkanl 

sebagail syaratl untukl membatalkanl pernikahanl jikal 

berlakunyal sesuatul yangl bertentanganl denganl ta‟liql 

tersebut.l Sedangkanl menurutl Sudarsono,l dalaml 

bukunyal “Pokok-pokokl hukuml Islam”,l menyebutkanl 

bahwal ta‟liql talaql adalahl suatul talaql yangl 

digantungkanl terjadinyal peristiwal tertentul sesuail 

denganl perjanjianl yangl telahl dibuatl sebelumnyal antaral 

suamil danl istri.
44

 

Cerail gugatl adalahl suatul perceraianl yangl diajukanl 

olehl pihakl istri.l Dalaml pasall 73l ayatl 1l telahl menetapkanl 

secaral permanenl dalaml perkaral cerail gugat,l yangl bertindakl 

sebagail penggugatl adalahl istril danl suamil ditempatkanl sebagail 

tergugat.l Gugatanl perceraianl dapatl dilakukanl olehl seorangl 
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istril danl suamil yangl telahl melakukanl pernikahanl secaral 

Islaml maupunl tidakl secaral Islam,l menurutl keyakinanl danl 

kepercayaanl pihak-pihakl yangl bersangkutan. 

Sesuail denganl ketentuanl dalaml pasall 40l UUP,l tatal 

caral pemeriksaanl cerail gugatl telahl ditentukanl danl diaturl 

lebuhl lanjutl dalaml pasall 20l sampail denganl pasall 36l 

Peraturanl Pemerintahl Nol 9l Tahunl 1975.l Sementaral itul tatal 

caral pemeriksaanl cerail gugatl yangl diajukanl kepadal 

Pengadilanl Agamal diaturl lebihl lanjutl dalaml pasall 73l sampail 

denganl pasall 86l UUl Nol 7l Tahunl 1989l danl pasall 132l 

sampail pasall 148l Kompilasil Hukuml Islam. 

C. Hak Asuh Anak 

1. Pengertian Anak 

Anakl menurutl bahasal adalahl keturunanl daril hasill antaral 

hubunganl prial danl wanita.l Dalaml konsideranl Undang-Undangl Nol 

23l Tahunl 2002l tentangl perlindunganl anak,l dikatakanl bahwal anakl 

adalahl amanahl danl karunil Tuhanl Yangl Mahal Esa,l yangl dalaml 

dirinyal melekatl harkatl danl martabatl sebagail manusial seutuhnya.
45

 

Hakl asuhl anakl merupakanl suatul persoalanl yangl selalul 

menjadil perhatianl masyarakatl saatl perceraianl orangl tuanyal terjadi,l 

bagaimanal kedudukanl danl hak-haknyal dalaml keluargal danl 

bagaimanal seharusnyal ial diperlakukanl olehl kedual orangl tuanya,l 
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bahkanl jugal dalaml kehidupanl masyarakatl danl negaral melaluil 

kebijakan-kebijakannyal dalaml mengayomil anak.l Ayahl kadungl 

berkewajibanl memberikanl jaminanl nafkahl anakl kandungnyal danl 

seorangl anakl begitul dilahirkanl berhakl mendapatkanl nafkahl daril 

ayahnyal baikl pakaian,l tempatl tinggal,l danl kebutuhan-kebutuhanl 

lainnyal meskipunl perkawinanl orangl tual sil anakl telahl putus. 

Bagil anak-anakl yangl dilahirkan,l perceraianl orangl tuanyal 

merupakanl hall yangl akanl mengguncangl kehidupannyal danl akanl 

berdampakl burukl bagil pertumbuhanl danl perkembangannya,l sehinggal 

biasanyal anak-anakl adalahl pihakl yangl palingl menderital denganl 

terjadinyal perceraianl orangl tuanya. 

 

2. Hak-Hak Anak 

Dalaml UUl Nol 23l Tahunl 2002l diaturl mengenail hakl danl 

kewajibanl najl yangl tercantuml dalaml pasall 4l sampail denganl pasall 

19.l Secaral lebihl perincil hak-hakl anakl dalaml UUl Nol 23l Tahunl 

2002l adalahl sebagail berikut: 

a. Hakl untukl dapatl hidup,l tumbuh,l berkembang,l danl 

berpartisipasil secaral wajarl sesuail denganl harkatl danl martabatl 

kemanusiaan,l sertal mendapatl perlindunganl daril kekerasaanl 

danl diskriminasil (Pasall 4).l Sejalanl denganl KHA,l hakl hidupl 

bagil anakl ini,l dalaml wacanal instrumen/konvensil internasionall 

merupakanl hakl asasil yangl universal,l danl dikenalil sebagail 

hakl yangl utamal (supremel right).l Sedangkanl hakl atasl tumbuhl 
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kembangl diturunkanl kel dalaml hakl atasl kesehatan,l 

pendidikan,l danl hakl untukl berekspresi,l danl memperolehl 

informasi.l Dalaml UUl Nol 23l Tahunl 2002,l turunanl hakl atasl 

tumbuhl kembangl inil diwujudkanl dalaml penyelenggaraanl 

perlindunganl dalaml bidangl pendidikan,l kesehatan,l danl sosial,l 

termasukl agama.
46

 

b. Hakl atasl suatul namal sebagail identitasl diril danl statusl 

kewarganegaraanl (Pasall 5). 

c. Hakl untukl beribadahl menurutl agamanya,l berpikir,l danl 

berekspresil sesuail denganl tingkatl kecerdasanl danl usianya,l 

dalaml bimbinganl orangl tual (Pasall 6).l Hakl untukl beribadahl 

menurutl agamanya,l berfikirl danl berekspresil merupakanl wujudl 

daril jaminanl danl penghormatanl negaral terhadapl hakl anakl 

untukl berkembang,l yangl mengacul kepadal Pasall 14l KHA. 

d. Hakl untukl mengetahuil orangl tuanya,l dibesarkan,l danl diasuhl 

olehl orangl tuanyal sendiril (Pasall 7).l Dalaml pasall inil 

dijelaskanl bahwal jikal orangl tuanyal tidakl dapatl menjaminl 

tumbuhl kembangl anakl makal anakl tersebutl berhakl untukl 

diasuhl olehl orangl lainl sebagail anakl asuhl ataul anakl angkatl 

sesuail denganl ketentuanl perundang-undanganl (Pasall 7l ayatl 2l 

danl 3). 
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e. Hakl memperolehl pelayananl kesehatanl danl jaminanl sosiall 

sesuail denganl kebutuhanl fisik,l mental,l spiritual,l danl sosiall 

(Pasall 8).l Hakl memperolehl pelayananl kesehatanl inil 

merupakanl hakl terpentingl dalaml kelompokl hakl atasl tumbuhl 

kembangl anak.l Setidaknya,l hakl atasl pelayananl kesehatanl 

bagil anakl dirujukl kel dalaml Pasall 24l danl 25l KHA.l 

Mengenail bagaimanal pelaksanaanl hak-hakl kesehatanl ini,l 

selanjutnyal dirumuskanl dalaml ketentuanl tentangl 

penyelenggaraanl hakl anakl dalaml bidangl kesehatanl yangl 

diaturl dalaml Pasall 44l sampail denganl Pasall 47l UUl Nol 23l 

Tahunl 2002.l Pemerintahl wajibl menyediakanl fasilitasl danl 

menyelenggarakanl upayal kesehatanl yangl komprehensifl bagil 

anak,l agarl setiapl anakl memperolehl derajatl kesehatanl yangl 

optimall sejakl dalaml kandunganl (Pasall 44).
47

 

f. Hakl memperolehl pendidikanl danl pengajaranl dalaml rangkal 

pengembanganl pribadinyal danl tingkatl kecerdasannyal sesuail 

denganl minatl danl bangkatnyal (Pasall 9).l Hakl anakl atasl 

pendidikanl meliputil hakl untukl memperolehl pendidikanl danl 

pengajaranl dalaml rangkal pengembanganl diril anakl sesuail 

denganl bakat,l minat,l danl kecerdasannya.l Hakl inil merupakanl 

turunanl danl pelaksanaanl daril Pasall 31l UUDl 1945l yangl 

berbunyil sebagail berikut:l “Setiapl wargal negaral berhakl 
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mendapatl pendidikan”.l Bahkan,l Pasall 31l ayatl 4l UUDl 1945l 

secaral eksplitl mmprioritaskanl pendidikanl denganl alokasil 

anggaranl dalaml APBNl sertal daril APBDl sebesarl minimall 20l 

persen.
48

 

g. Khususl bagil anakl yangl menyandangl cacatl jugal berhakl 

memperolehl pendidikanl luarl biasa,l sedangkanl bagil anakl yangl 

memilikil keunggulanl jugal berhakl mendapatkanl pendidikanl 

khususl (Pasall 9l ayatl 2). 

h. Setiapl anakl yangl menyandangl cacatl berhakl memperolehl 

rehabilitasi,l bantuanl sosial,l danl pemeliharaanl tarafl 

kesejahteraanl sosiall (Pasall 12). 

i. Hakl menyatakanl danl didengarl pendapatnya,l menerima,l 

mencari,l danl memberikanl informasil sesuail denganl tingkatl 

kecerdasanl danl usianyal demil pengembanganl dirinyal sesuail 

denganl nilai-nilail kesusilaanl danl kepatutanl (Pasall 10). 

j. Hakl untukl beristirahatl danl memanfaatkanl waktul luang,l 

bergaull denganl anakl yangl sebaya,l bermain,l berekreasi,l danl 

berkreasil sesuail denganl minat,l bakat,l danl tingkatl 

kecerdasannyal demil pengembanganl diril (Pasall 11). 

k. Setiapl anakl selamal dalaml pengasuhanl orangl tua,l wali,l ataul 

pihakl lainl manapunl yangl bertanggungl jawabl atasl 

pengasuhan,l berhakl mendapatl perlindunganl daril perlakuanl 
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yangl menyimpangl (Pasall 13),l perlakuan-perlakuanl yangl 

menyimpangl itul adalah: 

1) Diskriminasi. 

2) Eksploitasi,l baikl ekonomil maupunl seksual. 

3) Penelantaran. 

4) Kekejaman,l kekerasan,l danl penganiayaan. 

5) Ketidakadilan. 

6) Perlakuanl salahl lainnya. 

l. Hakl untukl diasuhl olehl orangl tuanyal sendiri,l kecualil jikal adal 

alasanl dan/ataul aturanl hukuml yangl sahl menunjukkanl bahwal 

pemisahanl itul adalahl demil kepentinganl terbaikl bagil anakl 

danl merupakanl pertimbanganl terakhirl (Pasall 14).l Padal 

prinsipnya,l negaral melakukanl upayal agarl anakl beradal dalaml 

pengasuhanl orangl tuanyal sendiri,l danl tidakl dipisahkanl daril 

orangl tual secaral bertentanganl denganl keinginanl anak.l Padal 

pasall inil ditegaskanl bahwal anakl berhakl untukl tidakl 

dipisahkanl daril orangl tuanyal secaral bertentanganl denganl 

kehendakl anak,l kecualil apabilal pemisahanl dimaksudl 

mempunyail alasanl hukuml yangl sah,l danl dilakukanl demil 

kepentinganl terbaikl anak.
49

 

m. Hakl untukl memperolehl perlindunganl daril pelibatanl dalaml 

situasil daruratl ataul kerusuhanl (Pasall 15),l hall itul adalah: 
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1) Penyalahgunaanl dalaml kegiatanl politik.l  

2) Pelibatanl dalaml sengketal bersenjata. 

3) Pelibatanl dalaml kerusuhanl sosial.l  

4) Pelibatanl dalaml peristiwal yangl mengandungl unsurl 

kekerasan. 

5) Pelibatanl dalaml peperangan. 

n. Hakl untukl memperolehl perlindunganl daril sasaranl 

penganiayaan,l penyiksaan,l ataul penjatuhanl hukumanl yangl 

tidakl manusiawi,l hakl untukl memperolehl kebebasanl sesuail 

denganl hukuml danl perlindunganl daril penangkapan,l 

penahanan,l ataul tindakl pidanal penjaral anakl hanyal dilakukanl 

apabilal sesuail denganl hukuml yangl berlakul danl hanyal dapatl 

dilakukanl sebagail upayal terakhirl (Pasall 16).
50

 

o. Setiapl anakl yangl dirampasl kebebasannyal berhakl untuk: 

1) Mendapatkanl perlakuanl secaral manusiawil danl 

penempatannyal dipisahkanl daril orangl dewasa. 

2) Memperolehl bantuanl hukuml ataul bantuanl lainnyal secaral 

efektifl dalaml setiapl tahapanl upayal hukuml yangl berlaku. 

3) Membelal diril danl memperolehl keadilanl dil depanl 

pengadilanl anakl yangl objektifl danl tidakl memihakl dalaml 

sidangl tertutupl untukl umuml (Pasall 17l ayatl 1). 

                                                             
50

l Ibid,l hlm.l 16 



 

46 
 

p. Setiapl anakl yangl menjadil korbanl ataul pelakul kekerasaanl 

seksuall ataul yangl berhadapanl denganl hukuml berhakl 

dirahasiakanl (Pasall 17l ayatl 2). 

q. Setiapl anakl yangl menjadil korbanl ataul pelakul tindakl pidanal 

berhakl mendapatkanl bantuanl hukuml danl bantuanl lainnyal 

(Pasall 18).l Secaral garisl besarl hak-hakl anakl yangl dapatl 

dikategorikanl menjadil empatl kategoril yaitul sebagail berikut: 

1) Hakl kelangsunganl hidupl yangl mencakupl hakl danl 

memperolehl pelayananl kesehatanl yangl memadail (survivall 

rights). 

2) Hakl tumbuhl kembangl anakl yangl mencakupl semual jenisl 

pendidikanl formall maupunl formall danl hakl menikmatil 

standartl kehidupanl yangl layakl bagil tumbuhl kembangl 

fisik,l mental,l spiritual,l morall nonl morall danl sosiall 

(developmentl right). 

3) Hakl perlindunganl yangl mencakupl perlindunganl 

diskriminasi,l penyalahgunaanl danl pelalaian,l perlindunganl 

anak-anakl tanpal keluargal danl perlindunganl bagil anak-

anakl pengungsil (protectionl rights). 

4) Hakl partisipasil yangl meliputil hak-hakl anakl untukl 

menyampaikanl pendapat/pandangannyal dalaml semual hall 

yangl menyangkutl nasibl anakl itul (participationl rights).
51
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3. Pengertian Hadhanah 

Dalaml istilahl fiqihl digunakanl dual katal namunl ditujukanl 

untukl maksudl yangl samal yaitul kaffalahl ataul hadhanah.l Yangl 

dimaksudl denganl kaffalahl ataul hadhanahl dalaml artil sederhanal ialahl 

“pengasuhan”l danl “pemeliharaan”.l Dalaml artil lebihl lengkapl adalahl 

pemeliharaanl anakl yangl masihl dibawahl umurl ataul beluml dewasal 

setelahl terjadinyal putusl perkawinan.l Hall inil dibicarakanl dalaml fiqihl 

karenal secaral praktisl antaral suamil danl itril telahl terjadil perpisahanl 

sedangkanl seorangl anakl tetapl membutuhkanl asuhan/bantuanl daril 

ayahl dan/ataul ibunya.
52

 

Saatl terjadinyal perceraianl baikl inul maupunl ayahl tetapl 

berkewajibanl memeliharal danl mendidikl anak-anaknyal semata-matal 

demil kepentinganl sil anak,l apabilal perceraianl terjadil antaral suamil 

istril yangl telahl berketurunan,l yangl berhakl mengasuhl anakl padal 

dasarnyal adalahl istri,l ibul anak-anak.
53

 

4. Syarat-Syarat Hadhanah 

Syarat-syaratl Hadhanahl seorangl Hadhinl (ibul asuh)l yangl 

menanganil danl menyelenggarakanl kepentinganl anakl kecill yangl 

diasuhnya,l haruslahl memilikil kecukupanl danl kecakapan.l Kecukupanl 

inil memerlukanl syarat-syaratl tertentu,l jikal syarat-syaratl tertentul inil 

tidakl terpenuhil satul sajal makal gugurlahl kebolehanl 
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menyelenggarakanl Hadhanah.l Adapunl syarat-syaratnyal ialahl sebagail 

berikut: 

a. Berakall Sehat 

Seorangl ibul harusl memilikil akall yangl sehatl karenal seorangl 

anakl tidakl bolehl diserahkanl ataul diasuhl olehl ibul kalaul sil 

ibul mengalamil kegilaanl ataul gangguanl jiwa,l baikl sifatnyal 

gilal terus-menerusl ataupunl putus-putus. 

b. Sudahl Dewasa 

Orangl yangl beluml dewasal tidakl akanl mampul melakukanl 

tugasl yangl beratl itu,l karenanyal beluml dikenail kewajibanl danl 

tindakanl yangl dilakukannyal itul beluml dinyatakanl memenuhil 

persyaratan. 

c. Mampul Mendidik 

Orangl yangl buta,l sakitl menular,l ataul sakitl yangl melemahkanl 

jasmaninyal tidakl bolehl menjadil pengasuhl untukl mengurusl 

kepentinganl sil anak,l jugal tidakl berusial lanjutl padal dasarnyal 

jugal perlul pengasuhanl daril orangl lain,l bukanl orangl yangl 

mengabaikanl urusanl rumahnyal sehinggal merugikanl anakl 

yangl diurusnya. 

d. Amanahl danl Berbudi 

Orangl yangl curangl tidakl amanl bagil anakl kecill danl ial tidakl 

dapatl dipercayal untukl bisal menunaikanl kewajibannyal denganl 

baik. 
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e. Beragamal Islam 

Disyaratkanl olehl kalanganl Mazhabl Syafi‟iyahl danl Hanabilah.l 

Olehl karenal itu,l bagil seorangl kafirl tidakl adal hakl untukl 

mengasuhl anakl yangl muslim,l karenal akanl ditakutkanl akanl 

membahayakanl aqidahl anakl tersebut.
54

 

Sebagaimanal hakl pengasuhl pertamal diberikanl kepadal ibu,l 

makal paral ahlil fiqihl menyimpulkanl bahwal keluargal ibul daril 

seorangl anakl lebihl berhakl daripadal keluargal bapaknya.l Urutanl 

merekal yangl berhakl mengasuhl anakl adalahl sebagail berikut: 

a. Ibu 

b. Nenekl daril pihakl ibul danl terusl keatas 

c. Nenekl daril pihakl ayah 

d. Saudaral kandungl anakl tersebut 

e. Saudaral perempuanl seibu 

f. Saudaral perempuanl seayah 

g. Anakl perempuanl daril saudaral perempuanl sekandung 

h. Anakl perempuanl daril saudaral perempuanl seayah 

i. Saudaral perempuanl ibul yangl sekandungl  

j. Saudaral perempuanl yangl seibul dengannyal (bibi)l  

k. Saudaral perempuanl ibul yangl seayahl dengannyal (bibi)l  

l. Anakl perempuanl daril saudaral perempuanl seayahl  

m. Anakl perempuanl daril saudaral laki-lakil sekandungl  
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n. Anakl perempuanl daril saudaral laki-lakil seibul  

o. Anakl perempuanl daril laki-lakil seayahl  

p. Bibil yangl sekandungl denganl ayahl  

q. Bibil yangl seibul denganl ayahl  

r. Bibil yangl seayahl denganl ayah 

s. Bibil daril pihakl ibul  

t. Bibil ayahl daril pihakl ibunyal  

u. Bibil ibul daril pihakl ayahnyal  

v. Bibil ayahl daril pihakl ayah.
55

 

 Apabilal anakl tersebutl tidakl mempunyail kerabatl perempuanl 

daril kalanganl mahraml atas,l ataul adal tapil tidakl bisal mengasuhnya,l 

makal pengasuhanl akanl beralihl kepadal kerabatl laki-lakil yangl masihl 

mahramnyal ataul masihl adal hubunganl darahl (nasab)l yangl sesuail 

denganl urutanl masing-masingl dalaml persoalanl warisl sebagail berikut: 

a. Ayahl kandungl anakl  

b. Kakekl daril pihakl ayahl danl terusl keatasl  

c. Saudaral laki-lakil sekandung 

d. Saudaral laki-lakil seayahl  

e. Anakl laki-lakil daril saudaral laki-lakil sekandungl  

f. Anakl laki-lakil daril saudaral laki-lakil seayahl  

g. Pamanl yangl sekandungl denganl ayahl  

h. Pamanl yangl seayahl denganl ayahl  
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i. Pamannyal ayahl yangl sekandungl  

j. Pamannyal ayahl yangl seayahl denganl ayah.
56

 

 Menurutl pendapatl Imaml Hanafil dalaml salahl satul riwayatnya:l 

Ibul lebihl berhakl atasl anaknyal hinggal anakl itul besarl danl dapatl 

berdiril sendiril dalaml memenuhil keperluanl sehari-haril sepertil makan,l 

minum,l pakaian,l beristinjak,l danl berwudhu.l Setelahl itu,l bapaknyal 

lebuhl berhakl memeliharanya.l Untukl anakl perempuan,l ibul lebihl 

berhakl memeliharanyal hinggal ial dewasa,l danl tidakl diberil pilihan. 

 Imaml Malikil berkata:l ibul lebihl berhakl memeliharal anakl 

perempuanl hinggal ial menikahl denganl orangl laki-lakil danl 

disetubuhinya.l Untukl anakl laki-lakil jugal sepertil itu,l menurutl 

pendapatl Malikil yangl mansyur,l adalahl hinggal anakl itul dewasa.
57

 

 Akibatl Hukuml daril putusnyal perkawinanl karenal perceraian.l 

Berdasarkanl ketentuanl Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l 

tentangl Perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 

41l tentangl Perkawinanl disebutkanl bahwal akibatl dariil putusnyal suatul 

perkawinanl karenal perceraianl adalah: 

a. Baikl ibul ataul bapakl tetapl berkewajibanl memeliharal danl 

mendidikl anak-anaknya,l semata-matal berdasarkanl kepentinganl 

anak,l bilamanal adal perselisihanl mengenail penguasaanl anak-

anak,l Pengadilanl memberil keputusannya. 
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b. Bapakl yangl bertanggungl jawabl atasl semual biayal 

pemeliharaanl danl pendidikanl yangl diperlukanl anakl itu,l 

bilamanal bapakl dalaml kenyataannyal tidakl dapatl memberil 

kewajibanl tersebutl pengadilanl dapatl menentukanl bahwal ibul 

ikutl memikull biayal tersebut. 

Pengadilanl dapatl mewajibkanl kepadal bekasl suamil untukl 

memberikanl biayal penghidupanl dan/ataul menentukanl sesuatul 

kewajibanl bagil bekasl istri.
58
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BABl III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan 

Agama Pati Kelas I A 

Dalaml Hukuml Islam,l apabilal perkawinanl menghadapil 

perselisihanl yangl terusl menerusl ataul kegoncanganl hebat,l makal 

pasanganl suamil istril itul dapatl menempuhl berbagail prosedurl yangl telahl 

diuraikanl dimuka.l Namun,l apabilal usaha-usahal tersebutl tetapl menemuil 

jalanl buntul ataul tidakl menemukanl jalanl keluarl daril permasalahanl 

keluargal pasanganl suamil istril tersebutl makal perceraianl antaral 

keduanyal merupakanl jalanl terakhir. 

Tujuanl perkawinanl menurutl Islaml adalahl membentukl keluargal 

sakinah,l mawaddah,l danl rahmahl sertal kekal.l Namunl demikianl tidakl 

selalul tujuanl itul tercapai,l banyakl jugal perkawinanl yangl kandasl 

ditengahl jalanl danl berakhirl denganl perceraian.l Padal dasarnyal Islaml 

sangatl mempersempitl pintul perceraian.l Inil terbuktil daril bunyil hadistl 

Nabil riwayatl Abul Dawudl danl Ibnul Majah: 

l “Hall yangl palingl mudahl mendatangkanl murkal Allahl adalahl 

talak”.
59

 

 

Padal dasanyal seorangl Hakiml dalaml menetapkanl putusanl denganl 

memperhatikanl alasan-alasanl yangl diajukanl daril pemohon,l danl 
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kemudianl alasan-alasanl pemohonl inil akanl dikajil denganl baikl olehl 

hakiml untukl padal akhirnyal akanl diputuskan,l olehl karenal itul putusanl 

hakiml sepatutnyal harusl sesuail denganl kebenaranl danl keadilanl yangl 

benarl danl tidakl memihakl siapapunl padal perkaral yangl sedangl 

ditanganinya,l baikl itul mengabulkanl ataul tidakl mengabulkanl 

permohonanl yangl telahl diajukan.l Seorangl hakiml taul manal yangl baikl 

danl tidakl baikl dalaml setiapl putusanl yangl telahl ditetapkannya. 

 

Dalaml memutuskanl hakl asuhl anakl seorangl hakiml melihatl 

beberapal pedomanl maupunl acuanl diantaranyal yaitul hakiml melihatl 

peraturan-peraturanl yangl terdapatl dil dalaml Undang-Undang,l Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI)l danl Peraturanl Pemerintah.l Selainl pedoman-

pedomanl tersebutl seorangl hakiml dalaml memutuskanl mengenail hakl 

asuhl anakl jugal melihatl bagaimanal kondisil kedual belahl pihakl 

(orangtua),l melihatl apakahl orangl tersebutl cakapl untukl merawatl danl 

mendidikl anakl denganl baikl ataul tidak,l danl bagaimanal keseharianl 

maupunl latarl belakangl kedual pihak.l Denganl melihatl perilakul 

keseharianl danl tindakan-tindakanl yangl dilakukanl olehl orangl tual makal 

seorangl hakiml dapatl mengetahuil siapal yangl cakapl danl mampul untukl 

mengasuh,l merawatl danl mendidikl anakl tersebutl denganl baik.l Semual 

telahl ditetapkanl danl dipertimbangkanl olehl hakiml adalahl gunal demil 

kemaslahatanl anak.l Walaupunl seorangl hakiml sudahl memutuskanl 

kepadal siapal anakl tersebutl akanl dirawatl danl diasuh,l kedual orangl tual 

tetapl harusl memberikanl kasihl sayangl danl perhatianl sepenuhnyal kepadal 
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sil anakl karenal bagaimanapunl seorangl anakl tetapl membutuhkanl 

perhatianl danl kasihl sayangl daril kedual orangl tuanyal walaupunl anakl 

hanyal tinggall denganl salahl satul daril orangl tuanya.
60

 

 

Berdasarkanl Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l Pasall 105l dalaml 

hall perceraian,l hakl asuhl anakl dibagil sebagail berikutl : 

1) Pemeliharaanl anakl yangl beluml mumayyizl adalahl hakl ibunya. 

2) Pemeliharaanl anakl yangl sudahl mumayyizl diserahkanl kepadal 

anakl untukl memilihl dil antaral bapakl ataul ibunyal sebagail 

pemegangl hakl pemeliharaan. 

3) Biayal pemeliharaanl ditanggungl olehl bapaknya. 

Berdasarkanl isil pasall diatasl dapatl dijelaskanl sebagail berikutl : 

a) Pemeliharaanl anakl yangl beluml mumayyiz,l jikal sangl anakl 

beluml mumayyizl ataul masihl dibawahl usial 12l Tahunl ataul 

beluml bisal membedakanl antaral hall bermanfaatl danl 

berbahayal bagil dirinyal makal hakl asuhl jatuhl kepadal ibunya. 

b) Pemeliharaanl anakl yangl sudahl mumayyiz,l jikal sangl anakl 

sudahl mumayyizl makal anakl tersebutl akanl dihadirkanl dalaml 

persidangan,l yangl bertujuanl untukl dimintail pendapatl olehl 

majelisl Hakim.l Majelisl hakiml akanl menjelaskanl keadaanl 

orangl tuanyal lalul disuruhl untukl memilihl akanl ikutl ataul 

diasuhl olehl salahl satul orangl tuanya. 
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c) Biayal pemeliharaanl ditanggungl bapaknya,l daril putusanl 

majelisl hakiml siapapunl yangl mendapatl hakl asuhl anakl makal 

biayal pemeliharaanl anakl akanl ditanggungl olehl bapaknya,l 

namunl adal beberapal pertimbangan,l yaitul : 

- Penghasilanl daril Bapak. 

- Kesanggupanl daril Bapak 

- danl Konsistensil daril Bapakl untukl selalul memberikanl 

biayal pemeliharaanl anak. 

 

Selanjutnyal hakiml dapatl memutuskanl kepadal siapal hakl asuhl 

anakl akanl diberikanl berdasarkanl beberapal aspek,l yaitul : 

- Aspekl Perilaku,l aspekl perilakul yangl dimaksudl ialahl perilakul 

daril kedual orangl tua,l jikal perilakul daril salahl satul orangl tuanyal 

menyimpangl ataul perbuatanl yangl dilarangl olehl agama,l makal 

hakiml akanl memberikanl hakl asuhl anakl kepadal orangl tual yangl 

berperilakul baik. 

Sebagail contohl :l Jikal sangl anakl beluml mumayyizl seharusnyal 

hakl asuhl jatuhl kepadal ibunya,l namunl apabilal ibunyal berperilakul 

kurangl baikl ataul melanggarl laranganl agamal makal hakiml bisal 

memberikanl hakl asuhl anakl kepadal bapaknyal meskipunl sangl 

anakl beluml mumayyiz. 

- Aspekl psikologis,l dalaml aspekl psikologisl hakiml akanl 

mempertimbangkanl kenyamananl anakl untukl ikutl bapakl ataul 

ibunya. 
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Sebagail contohl :l Seringl terjadil sekarangl bahwal ibul menjadil 

TKIl (l Tenagal Kerjal Indonesial )l danl sangl anakl dirawatl olehl 

bapaknya,l namunl disaatl ibunyal pulangl tiba-tibal mengajukanl 

gugatl cerail kel pengadilan,l makal daril keadaanl tersebutl hakl asuhl 

anakl bisal diberikanl kepadal bapanya,l karenal kebiasaanl sehari-haril 

anakl dirawatl olehl bapaknya. 

- Aspekl Agama,l aspekl agamal bisal digunakanl sebagail 

pertimbanganl hakiml apabilal kedual orangl tual memilikil keyakinanl 

ataul berbedal agama,l makal hakl asuhl anakl bisal diberikanl kepadal 

orangl tual yangl keyakinannyal samal denganl sangl anak,l supayal 

bisal merawatl sesuail denganl akidahl yangl dipercayai.
61

 

Padal dasarnyal seorangl hakiml menjatuhkanl kepadal siapal anakl 

tersebutl akanl tinggall tidakl hanyal melihatl mengenail kehidupan,l 

kepribadianl danl kecakapanl orangl tual tetapil jugal melihatl anakl tersebutl 

nyamanl bersamal siapa,l karenal terkadangl walaupunl seharusnyal anakl 

tersebutl jatuhl kepadal salahl satul pihakl tetapil anakl tersebutl tidakl 

senangl ataul tidakl nyamanl denganl putusanl tersebutl makal dapatl 

dilakukanl caral lainl yaitul seorangl anakl dapatl memilihl kepadal siapal ial 

tinggall sesuail denganl hatinya.l Karenal kenyamananl danl keamananl bagil 

anakl merupakanl suatul yangl penting. 

Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl Perubahanl atasl 

Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 45l ayatl (1)l tentangl 
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Perkawinanl l menyebutkanl bahwal orangl tual wajibl memeliharal danl 

mendidikl anakl merekal sebaik-baiknya.l Kewajibanl itul berlakul sampail 

anakl itul kawinl ataul dapatl berdiril sendiril meskipunl perkawinanl antaral 

kedual orangl tual sudahl putus.l Hakl asuhl terhadapl anakl setelahl 

perceraianl tetaplahl tanggungl jawabl kedual orangl tual apapunl yangl 

terjadi.l Sepatutnyal kedual orangl tual diberikanl hakl didalaml mengasuh. 

Sejalanl denganl ketentuanl diatas,l Undang-Undangl Nomorl 23l 

Tahunl 2002l tentangl Perlindunganl Anakl jugal mengatakanl bahwal orangl 

tual berkewajibanl danl bertanggungl jawabl untukl anaknya.l Kewajibanl inil 

dijabarkanl denganl mengasuh,l memelihara,l mendidik,l danl melindungil 

anak.l Jadi,l masing-masingl orangl tual padal prinsipnyal memangl berhakl 

untukl merawatl danl mendidikl anakl sepanjangl kekuasaanl merekal tidakl 

dicabut. 

Kasihl sayangl setiapl orangl tual terhadapl anakl tidakl bolehl 

diputusl ataupunl dihalang-halangil olehl siapapunl sekalipunl olehl 

keluarganyal sendiri.l Adanyal penguasaanl anakl secaral formill olehl salahl 

satul pihakl padal hakikatnyal hanyal untukl mengakhiril sengketal perebutanl 

anak.l Yangl apabilal sengketal itul tidakl diputuskanl dil pengadilanl makal 

sengketal antarl kedual belahl pihakl akanl menjadil berlarut-larutl danl tidakl 

adal ujungnyal sehinggal menjadil korbanl perseteruhanl orangl tuanya,l 

makal daril itul melaluil pengadilanl itulahl persoalanl tersebutl dapatl diatasil 

secaral baikl danl damai.l Tetapil tidakl semual kasusl perceraianl berujungl 

persengketaanl dalaml perebutanl hakl asuhl anak,l adal jugal yangl setelahl 
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prosesl perceraianl merekal (orangl tua)l tidakl mempersoalkanl hakl asuhl 

anak,l artinyal keduanyal bersepakatanl mengasuhl danl mendidikl anakl 

bersama-samal demil kepentinganl anakl tersebut.l Bukanl malahl 

menghalangil ataul memutusl hubunganl denganl pihakl lainl karenal hall 

tersebutl bertentanganl denganl hukuml Islam.l Inil semacaml ijtihadl hakiml 

supayal kedual belahl pihakl berhentil bertikail danl perkembanganl mentall 

anakl tidakl terganggu.l Dalaml kaidahl fighiyyahl disebutkanl bahwal 

menghindaril gangguanl terhadapl mentall sil anakl lebihl didahulukanl 

daripadal mengambill kemaslahatan. 

Anakl harusl mendapatkanl kepastianl hukuml (rechtzekerheid)l olehl 

siapal dial akanl diasuhl supayal tidakl sepertil barangl daganganl yangl 

diperebutkanl tetapil diluarl hall tersebutl seorangl anakl jugal tetapl harusl 

mendapatkanl kasihl sayangl sepenuhnyal olehl kedual orangl tuanya.l Dil 

kehidupanl selanjutnyal ataul dil masal mendatang,l supayal tidakl terjadil 

penutupanl aksesl anakl denganl orangl tua,l perlul mekanismel pemantauanl 

atasl pelaksanaanl isil putusanl pengadilan.l Komisil perlindunganl anakl 

dapatl berperanl dalaml ranahl itu.l Jikal terbuktil adal pelanggaran,l makal 

dapatl terkenal jeratl pidanal yangl bersifatl menjeratkanl supayal anakl tidakl 

menjadil korbanl tarik-ulurl orangl tuanya.
62

 

ٍُْاَ صَّ َٔ َٔ l ٌَْ َْسَا ٌِّْْ lالَِْ اندَِ َٕ هَتُّْْ احِْسَاَاً lبِ ًَ حَ  ۗ l  ّْ ضَعَتُّْْ lكُرًْْا lايُُّ َٔ َّٔ l ًْْْاكُر   ّْ هُ ًْ حَ َٔ  ۗ l  ّْ فِصٰهُ َٔ l 

ٌَْ ْٕ ْٓرًا lثهَٰثُ ىْ  شَ
حَتّٰ  ۗ l اذَِاl َْبهََغl  ِْ بهََغَْ lاشَُدَّ َٔ l ٍَْ ٍْ  lارَْبَعِ

ًْْ  lرَبِّْ lقَالَْ l lسَُتًَْ  زِعُِْ ْٔ ٌْْ lاَ تكََْ lاشَْكُرَْ lاَ ًَ  lَِعْ
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 ًْْ تَْ lانَّتِ ًْ َْعَ ًَّْ lاَ عَهٰى lعَهَ َٔ l َّْاندَِي َٔ l ٌْْ اَ َٔ l َْم ًَ اصَْهِحْْ lترَْضٰىُّْ lصَانِحًا lاعَْ َٔ l ًْْ ًْْ lنِ ًْْ  lفِ ٌَّتِ ًْْ lذُرِّ  lتبُْتُْ lاَِِّ

ٍْكَْ ًْْ lانَِ اَِِّ َٔ l ٍَْ ٍَْ lيِ ٍْ ًِ سْهِ ًُ  انْ

 

Artinya : “Danl Kamil perintahkanl kepadal manusial agarl berbuatl 

baikl kepadal kedual orangl tuanya.l Ibunyal telahl mengandungnyal 

denganl susahl payah,l danl melahirkannyal denganl susahl payahl 

(pula).l Masal mengandungl sampail menyapihnyal selamal tigal 

puluhl bulan,l sehinggal apabilal dial (anakl itu)l telahl dewasal danl 

umurnyal mencapail empatl puluhl tahunl dial berdoa,l “Yal 

Tuhanku,l berilahl akul petunjukl agarl akul dapatl mensyukuril 

nikmat-Mul yangl telahl Engkaul limpahkanl kepadakul danl kepadal 

kedual orangl tuakul danl agarl akul dapatl berbuatl kebajikanl yangl 

Engkaul ridai;l danl berilahl akul kebaikanl yangl akanl mengalirl 

sampail kepadal anakl cucuku.l Sesungguhnyal akul bertobatl kepadal 

Engkaul danl sungguh,l akul termasukl orangl muslim.” 

 

Pemberianl hakl asuhl anakl (hadhanah)l bukanlahl demil 

kepentinganl ayahl ataupunl ibul sil anak,l akanl tetapil semata-matal demil 

kemaslahatanl sangl anak,l baikl untukl pertumbuhanl jasmani,l rohani,l 

kecerdasanl intelektuall danl agamanyal danl untukl menjaminl terpenuhinyal 

hak-hakl anakl agarl dapatl hidup,l tumbuh,l berkembang,l danl 

berpartisipasil secaral optimall sesuail denganl harkatl danl martabatl 

kemanusiaan,l sertal mendapatl perlindunganl daril kekerasanl danl 

diskriminasi,l demil terwujudnyal anakl Indonesial yangl berkualitas,l 

berakhlakl mulia,l danl sejahteral (videl Pasall 3l Undang-Undangl Nomorl 

23l Tahunl 2002l tentangl Perlindunganl Anak).l Demikianl jugal pemberianl 

hakl asuhl anakl kepadal salahl satul orangl tual diharapkanl tidakl memutusl 

talil silaturahiml kepadal orangl tual yangl lainnyal sehinggal kelakl anakl 

tetapl dapatl menjalankanl kewajibanl sebagail anakl kepadal dual orangl ibul 
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bapaknyal sebagaimanal firmanl Allahl dalaml Suratl Al-Ahqafl ayatl 15l 

sebagaimanal dikutipl diatas. 

 

Majelisl Hakiml berpedomanl padal pendapatl pakarl hukuml Islam,l 

Syeikhl Wahbahl Zuhailyl dalaml Kitabl Fihqull Islaml wal Adillatuhl juzl 

VIIl halamanl 726-727l yangl selanjutnyal diambill alihl sebagail pendapatl 

Majelisl Hakim,l bahwal syarat-syaratl umuml pemegangl hadhanahl adalahl : 

1. Baligh 

2. Berakal,l yangl meliputil bukanl pemboros,l orangl bodoh,l tidakl 

memilikil penyakitl yangl mengharuskanl dirinyal menghindaril 

hubunganl denganl orangl lain 

3. Mampul untukl mendidikl anak-anakl termasukl dil dalamnyal tidakl 

memilikil pekerjaanl yangl dapatl menghalangil untukl mendidikl anak 

4. Amanah,l bukanl pemabuk,l pezina,l sukal melakukanl perbuatanl 

yangl diharamkan 

5. Islam
63

 

 

Disampingl itul pemegangl Hadhanahl tidakl memilikil hal-hall yangl 

dapatl menggugurkanl hakl asuhl (hadhanah)l sebagaimanal tercantuml 

dalaml kitabl tersebutl halamanl 730-731l yaitul : 

1. Pengasuhl tidakl melakukanl perjalananl jauh 

2. Adanyal kemudharatanl padal diril pengasuh 
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3. Bagil ibul beluml menikahl denganl orangl lainl bagil anakl yangl 

diasuh 

 

Berdasarkanl faktal dil persidanganl bahwal ibul telahl memenuhil 

syarat-syaratl sebagail pemegangl hakl asuhl (hadhanah),l sertal padal 

dirinyal tidakl terdapatl hal-hall yangl dapatl menggugurkanl hakl tersebut.l 

Demikianl pulal karenal anakl masihl beluml mumayyiz,l makal sependapatl 

denganl adil-adill tersebutl dil atasl danl berpedomanl padal Pasall 105l 

Kompilasil Hukuml Islaml (KHI),l Majelisl Hakiml memutuskanl untukl 

mengabulkanl gugatanl Penggugatl denganl memberikanl hakl asuhl 

(hadhanah)l kepadal Penggugatl selakul ibul kandungnya.
64

 

Meskipunl hakl asuhl anakl beradal padal Penggugatl namunl tidakl 

bolehl mengurangil hakl danl kewajibanl Tergugatl sebagail ayahl 

kandungnyal untukl ikutl mendidikl danl membinal sertal berbuatl yangl 

terbaikl demil kepentinganl anakl Penggugatl danl Tergugatl tersebut,l 

sehinggal Penggugatl tidakl bolehl membatasil kesempatanl bagil Tergugatl 

untukl menjengukl danl berbuatl yangl terbaikl bagil anakl tersebutl sebagail 

bentukl hakl danl kewajibanl Tergugatl selakul ayahl kandungnyal semata-

matal demil kepentinganl danl perkembanganl fisikl danl mentall yangl 

positifl bagil anak.l Olehl karenal itul Majelisl memerintahkanl kepadal 

Penggugatl untukl memberil kesempatanl kepadal Tergugatl untukl 

menjenguk,l membantu,l mendidikl danl mencurahkanl kasihl sayangnyal 
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kepadal anakl tersebutl padal hari-haril tertentul yangl disepakatil bersamal 

terhitungl sejakl putusanl inil berkekuatanl hukuml tetapl sampail secaral 

hukuml anakl tersebutl mencapail usial mumayyizl (dapatl memilihl sendiri)l 

untukl ikutl ibul ataul bapaknya.
65

 

Kewajibanl orangl tual untukl memeliharal danl mendidikl anakl 

tetapl melekatl meskipunl hubunganl perkawinanl orangl tual putus.l Anakl 

mempunyail hakl tertentul yangl harusl dipenuhil orangl tua,l sebaliknyal 

orangl tual jugal memilikil hakl yangl harusl dipenuhil anaknya.l Hakl anakl 

untukl mendapatkanl penghidupanl yangl layakl meliputil sandang,l pangan,l 

pendidikanl danl kesehatanl merupakanl nafkahl anakl (alimentasi)l yangl 

harusl dipenuhil orangl tua,l terutamal ayah,l baikl dalaml masal perkawinanl 

ataul punl setelahl terjadil perceraian. 

Padal umumnyal apabilal anakl yangl masihl dil bawahl umur,l makal 

hakl untukl memeliharal danl mendidikl anakl tersebutl akanl diberikanl 

kepadal ibunya,l hall inil sesuail denganl ketentuanl agamal danl jugal 

peraturanl perundang-undanganl yangl berlakul sekarangl khususnyal dalaml 

Undang-Undangl Perkawinanl besertal peraturanl pelaksanaannya,l 

disebabkanl bahwal anak-anakl dibawahl umurl masihl sangatl memerlukanl 

perhatianl daril seorangl ibu,l sedangkanl kepadal seorangl ayahl diberikanl 

tanggungl jawabl untukl membiayail kebutuhanl hidupl ditambahl kenaikanl 
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10%l setiapl tahunnyal diluarl biayal pendidikanl danl kesehatanl l anak-anakl 

merekal tersebutl sampail dewasa,l mandiril ataul berusial 21l tahun.
66

 

Pengasuhanl Anakl berdasarkanl Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 

2019l tentangl Perubahanl Atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l 

tentangl Perkawinanl merupakanl perwujudanl daril falsafahl Pancasilal danl 

cita-cital pembinaanl hukuml nasional,l yangl sekaligusl memegangl prinsip-

prinsipl danl memberikanl landasanl hukuml perkawinanl yangl selamal inil 

menjadil peganganl danl telahl berlakul bagil berbagail golonganl dalaml 

masyarakat. 

Penjelasanl umuml Undang-Undangl inil menyebutkanl bahwa,l 

sesuail denganl landasanl falsafahl Pancasilal danl Undang-Undangl yangl 

harusl dapatl mewujudkanl prinsip-prinsipl yangl terkandungl dalaml 

Pancasilal danl Undang-Undang,l sedangkanl dil lainl pihakl harusl dapatl 

menampungl segalal kenyataanl yangl adal danl hidupl dalaml masyarakat.l 

Karenal itul pulal Undang-Undangl inil telahl menampungl dil dalamnyal 

unsur-unsurl danl ketentuan-ketentuanl hukuml agamanyal danl 

kepercayaannyal itul daril yangl bersangkutan,l sehinggal dalaml penjelasanl 

Pasall 2l ayatl (1)l dinyatakan,l tidakl adal perkawinanl dil luarl masing-

masingl hukuml agamanyal danl kepercayaannyal sesuail denganl Undang-

Undangl Dasarl 1945.l Karenal tidakl adal perkawinanl diluarl hukuml 

masing-masingl agamanyal danl kepercayaannya,l makal konsekuensinyal 
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tidakl adal pulal perceraianl dil luarl hukuml masing-masingl agamanyal danl 

kepercayaannya. 

Bersangkutanl denganl hall tersebutl diatas,l mengenail anak,l 

berdasarkanl Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl Perubahanl 

atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 41l ayatl (1)l danl (2)l 

mempunyail akibatl yuridisl yangl dapatl terjadil terhadapl anakl bilal terjadil 

perceraian,l yaitu: 

1. Baikl Ibul ataul Bapakl tetapl berkewajibanl memeliharal danl 

mendidikl anaknyal semata-matal berdasarkanl kepentinganl anak,l 

bilamanal adal perselisihanl mengenail penguasaanl anakl pengadilanl 

memberil keputusannya. 

2. Bapakl yangl bertanggungl jawabl atasl semual biayal pemeliharaanl 

danl pendidikanl yangl diperlukanl anakl itul bilamanal Bapakl dalaml 

kenyataanl tidakl dapatl memenuhil kewajibanl tersebutl pengadilanl 

dapatl menentukanl bahwal Ibul ikutl memikull biayal tersebut.l 

Kemudianl dalaml Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl 

Perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 45l 

disebutkanl sebagail berikut: 

a. Kedual orangl tual wajibl memeliharal danl mendidikl anak-anakl 

merekal sebaik-baiknya. 

b. Kewajibanl orangl tual yangl dimaksudl dalaml ayatl (1)l berlakul 

sampail anakl itul kawinl ataul berdiril sendiri,l kewajibanl manal 

berlakul terusl meskipunl perkawinanl antaral keduanyal putus. 
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 Terhadapl hall tersebutl dalaml Undang-Undangl Nomorl 16l 

Tahunl 2019l tentangl Perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 1l 

Tahunl 1974l Pasall 47l mengaturl sebagail berikutl : 

1. Anakl yangl beluml mencapail umurl 18l tahunl ataul beluml pernahl 

melangsungkanl perkawinanl adal dil bawahl kekuasaanl orangl 

tuanyal selamal merekal tidakl dicabutl daril kekuasaannya. 

2. Orangl tual mewakilil anakl tersebutl mengenail perbuatanl hukuml dil 

dalaml danl dil luarl pengadilan. 

 

Padal dasarnyal setiapl putusanl yangl diadilil hakim,l harusl disertail 

olehl pertimbangan-pertimbanganl hakiml dalaml memberikanl hakl asuhl 

anakl adalahl sebagail berikutl : 

 

1. Kemaslahatanl anak 

Kemaslahatanl anakl adalahl kepentinganl utamal yangl harusl 

diperhatikanl dalaml mengasuhl anak.l Seorangl hakiml harusl 

memperhatikanl betull dalaml hall inil karenal gunal untukl kehidupanl 

jangkal panjangl anakl tersebut.l Makal hakiml harusl memeriksal 

kedual belahl pihakl danl saksi-saksinya. 

2. Faktorl ekonomi 

Faktorl ekonomil merupakanl suatul hall yangl pentingl karenal anakl 

yangl masihl kecill masihl membutuhkanl biayal untukl 

pendidikannya. 
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3. Keteranganl saksi-saksil olehl penggugatl danl tergugat 

Keteranganl saksil merupakanl suatul hall yangl dapatl dijadikanl 

dasarl pertimbanganl hakiml karenal denganl adanyal keteranganl 

saksil makal hakiml dpatl mengetahuil kebenaran-kebenaranl yangl 

ada. 

4. Kedekatanl anakl kepadal ayahl ataul ibunya 

Kedekatanl anakl kepadal salahl satul pihakl merupakanl suatul hall 

yangl pentingl dalaml pertimbanganl hakiml sebeluml memvonis.l 

Jikal anakl tersebutl dekatl denganl ibul makal sil anakl dapatl 

diberikanl kepadal ibu,l begitupunl sebalikanyal denganl memenuhil 

syarat-syaratl yangl telahl ditetapkanl olehl majelis.l Hall inil 

bertujuanl agarl tidakl mengganggul psikologil sil anakl danl demil 

kemslahatanl anakl makal tidakl bisal dipisahkanl daril orangl yangl 

dekatl dengannya.
67

 

 

B. Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilanl 

Agama Pati Kelas I A 

Akibatl hukuml perceraianl terhadapl kedudukanl danl perlindunganl 

hak-hakl anakl menurutl Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl 

Perubahanl Atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 41l ayatl 

(1)l tentangl Perkawinanl ialahl baikl bapakl maupunl ibul tetapl mempunyail 

kewajibanl memeliharal danl mendidikl anak-anaknya,l sematamatal 
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berdasarkanl kepentinganl anak,l bilamanal terjadil perselisihanl mengenail 

penguasaanl anak-anak,l makal pengadilanl yangl memberikanl putusannya.l 

Akibatl hukuml perceraianl terhadapl anakl tentul sajal hanyal berlakul 

terhadapl suamil danl istril yangl mempunyail anakl dalaml perkawinanl 

mereka,l tetapil tidakl berlakul terhadapl suamil danl istril yangl tidakl 

mempunyail anakl dalaml perkawinanl mereka. 

Didasarkanl padal Pasall 106l ayatl (1)l KHIl disebutkanl bahwal 

seorangl ayahl ataul orangl tual daril anak-anaknyal harusl berkewajibanl danl 

bertanggungl jawabl untukl merawatl danl mengembangkanl hartal anaknyal 

yangl beluml dewasal ataul dil bawahl pengampuan,l danl tidakl 

diperbolehkanl memindahkanl ataul menggadaikannyal kecualil karenal 

keperluanl yangl mendesakl jikal kepentinganl danl keselamatanl anakl 

menghendakil ataul suatul kenyataanl yangl tidakl dapatl dihindarkanl lagi. 

Kedual orangl tual walaupunl sudahl bercerail masihl wajibl 

menafkahil anak-anaknya,l meskipunl sil anakl ditinggalkanl bersamal 

ibunya,l tetapil nafkahnyal tetapl dipikull olehl bapak.l Terkaitl itul orangl 

tual tetapl mempunyail kewajibanl mendidikl danl merawatl anakl hinggal ial 

mengertil akanl kemaslahatannyal sendiri,l dalaml hall inil ibul yangl lebihl 

berhakl melakukannya.l Hilmanl Hadikusumal dalaml Muhammadl 

menjelaskanl bahwal setiapl anakl yangl beluml dewasal ataul sudahl dewasal 
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(baligh)l tetapil keadaanl hidupnyal miskinl danl tidakl mempunyail hartal 

berhakl untukl mendapatkanl nafkahl daril orangl tuanyal yangl mampu.
68

 

Terkaitl itul anakl yangl beluml dewasal danl masihl menuntutl ilmul 

pengetahuanl wajibl mendapatkanl nafkahl daril bapaknya.l Anakl wanital 

walaupunl sudahl dewasa,l tetapil beluml kawinl danl tidakl mampu,l berhakl 

mendapatl nafkahl daril orangl tuanyal yangl mampu.l Saatl bapakl dalaml 

kenyataannyal tidakl dapatl melaksanakanl kewajibanl membiayail 

pemeliharaanl danl pendidikanl anak,l makal pengadilanl dapatl menentukanl 

bahwal ibul ikutl memikull tanggungl jawabl membiayail pemeliharaanl danl 

pendidikanl anakl itu. 

Wahyul Ernaningsihl danl Putul Samawatil dalaml Muhammadl 

menguraikanl pendapatnyal mengenail akibatl hukuml perceraianl terhadapl 

nafkahl anakl secaral lebihl rinci,l sebagail berikutl : 

1. Kewajibanl membiayail anakl tidakl hilangl karenal putusnyal 

perkawinanl akibatl adanyal perceraian. 

2. Biayal pemeliharaanl anakl ditanggungl olehl bapakl (sampail anakl 

dewasal ataul berdiril sendiri,l bekerja/mendapatl penghasilanl ataul 

anakl menikah).l Kewajibanl membiayail tetapl menjadil tanggungl 

jawabl bapakl walaupunl pemeliharaanl anakl tidakl padanya.l 

Artinyal bapakl tetapl mempunyail kewajibanl untukl membiayail 

penghidupanl anakl walaupunl hakl pemeliharaanl anakl beradal padal 

ibu,l kakek,l nenek,l bibi,l danl sebagainya. 
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3. Bilal bapakl tidakl dapatl memberil biayal pemeliharaanl 

(penghidupan),l makal pengadilanl dapatl menentukanl bahwal ibul 

ikutl memikull biayal hidupl anak. 

4. Bilal bapakl tidakl melaksanakanl putusanl pengadilanl untukl 

membiayail pemeliharaanl anak,l makal seorangl (mantan)l istril 

dapatl melakukanl permohonanl eksekusil kepadal Ketual Pengadilanl 

Agamal ataul Pengadilanl Negeril dimanal prosesl perceraiannyal 

dilakukan.l Selanjutnya,l pengadilanl akanl memanggill (mantan)l 

suami.l Jikal suamil tidakl memenuhil suratl panggilanl daril 

pengadilanl tanpal alasanl yangl patut,l makal Ketual Pengadilanl 

akanl mengeluarkanl Suratl Penetapanl yangl memerintahkanl untukl 

melakukanl eksekusil kepadal Paniteral ataul Jurul Sita.l Namun,l 

apabilal (mantan)l suamil datangl memenuhil Panggilanl daril 

pengadilan,l makal Ketual Pengadilanl akanl mengeluarkanl 

peringatanl yangl ditujukanl kepadal mantanl suamil agarl memenuhil 

kewajibannya.l Lamal waktul peringatanl tidakl bolehl daril 8l hari.l 

Setelahl lebihl daril 8l hari,l mantanl suamil tidakl 

melaksanakan/memenuhil putusanl Pengadilan,l makal akanl 

dikeluarkanl suratl penetapanl olehl Ketual Pengadilanl yangl 

memerintahkanl eksekusil kepadal Paniteral ataul Jurul Sita.
69

 

 

Terkaitl penjelasanl ahlil hukuml tersebut,l makal dapatl dipahamil 

bahwal Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl Perubahanl Atasl 
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Undang-Undangl Nomorl 1l tahunl 1974l Pasall 41l ayatl (1)l tentangl 

Perkawinanl adalahl wujudl normatifl daril upayal negaral untukl melindungil 

hak-hakl anakl setelahl terjadil perceraianl daril kedual orangl tuanya,l 

berlandaskanl fungsil negaral hukuml mengakul danl melindungil HAM.l 

Ketikal bercerail antaral suamil istril akanl adal statusl baru,l yaitul jandal 

(bagil istri)l danl dudal (bagil suami)l sertal adal istilahl mantan/bekasl istril 

danl mantan/bekasl suami,l tetapil istilahl inil tidakl berlakul untukl anakl 

danl orangl tua.l Tidakl adal istilahl mantanl anakl ataul orangl tua.l Terkaitl 

itul statusl orangl tual tidakl akanl berubahl untukl memeliharal danl 

mendidikl anak-anaknyal sampail anakl itul kawinl ataul dapatl menghidupil 

dirinyal sendiri.l Hakl untukl dipeliharal inil lebihl mengacul padal 

pemenuhanl kebutuhanl secaral lahiriah,l anak-anakl berhakl mendapatkanl 

pemeliharaanl anggotal jasmaninyal daril kedual orangl tuanya.l Peranl 

kedual orangl tual dalaml menjagal anak-anakl merekal dapatl berupal 

pemenuhanl kebutuhanl sandang,l pangan,l papan,l danl pendidikanl yangl 

merupakanl kebutuhanl primerl hinggal jikal memungkinkanl pemenuhanl 

kebutuhanl tersier.l Hall tersebutl harusl dapatl mendapatkanl perhatianl 

seriusl olehl kedual orangl tual sil anak,l walaupunl dil saatl putusanl cerail 

dibacakanl olehl hakiml dil depanl sidangl pengadilanl menjatuhkanl hakl 

asuhl kepadal salahl satul pihak,l bukanl berartil pihakl yangl tidakl 

diberikanl hakl asuhl tersebutl dapatl lepasl bebasl tanpal tanggungl jawab.l 

Keduanyal tetapl bertanggungl jawabl dalaml hall pemeliharaanl danl 

pendidikanl anakanakl mereka. 
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Berdasarkanl pertimbanganl hakiml hall inil bisal disimpangil apabilal 

sil bapakl menurutl pandanganl hakiml dalaml kenyataannyal tidakl cukupl 

finansiall untukl memenuhil semual kebutuhanl anak,l makal pengadilanl 

dapatl menetapkanl bahwal ibul ikutl memikull biayal tersebut.l Jikal 

menurutl pandanganl hakiml baikl ibul ataupunl ayahl dianggapl sama-samal 

tidakl mampu,l makal pengadilanl dapatl mengangkatl seorangl wali. 

Hakl anakl akibatl perceraianl kedual orangl tual : 

1. Setiapl anakl berhakl mendapatl pemeliharaan,l pendidikan,l 

kesehatan,l rumahl danl lingkunganl tempatl tinggall yangl baikl lahirl 

danl batinl termasukl mendapatkanl curahanl kasihl sayang. 

2. Semual biayal kehidupanl anakl menjadil tanggungl jawabl ayahl danl 

ibunya. 

3. Hakl untukl bertemul ayahl danl ibunyal bagil setiapl anakl pascal 

perceraianl ayahl danl ibunya. 

4. Nafkahl Madhiyahl Anakl (nafkahl lampaul anak),l adalahl nafkahl 

terdahulul yangl dilalaikanl ataul tidakl dilaksanakanl olehl ayahl 

(mantanl suami)l kepadal anaknyal sewaktul anakl tersebutl beluml 

dewasal danl mandiril (berusial 21l tahun). 

5. Biayal Hadhanahl (pemeliharaan)l danl nafkahl anak,l adalahl biayal 

pemeliharaanl danl nafkahl untukl anakl yangl hakl hadhanahl (hakl 

pemeliharaannya)l telahl ditetapkanl kepadal salahl satul daril orangl 

tuanyal ataul keluargal lainl yangl menggantikannya. 
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Berkaitanl denganl hall dil atasl sesuail denganl Undang-Undangl 

Nomorl 23l Tahunl 2002l Pasall 7l tentangl perlindunganl anakl disebutkanl 

bahwal : 

1. Setiapl anakl berhakl untukl mengetahuil orangl tuanya,l dibesarkan,l 

danl diasuhl olehl orangl tuanyal sendiri. 

2. Dalaml hall karenal suatul sebabl orangl tuanyal tidakl dapatl 

menjaminl tumbuhl kembangl anak,l ataul anakl dalaml keadaanl 

terlantarl makal anakl tersebutl berhakl diasuhl ataul diangkatl sebagail 

anakl asuhl ataul anakl angkatl olehl orangl lainl sesuail denganl 

ketentuanl peraturanl perundang-undanganl yangl berlaku.
70

 

 

Olehl sebabl itul setelahl putusanl hakl asuhl anakl orangl tual wajibl 

untukl tetapl merawatl danl membesarkanl anaknya,l memberikanl 

pendidikanl yangl sesuai,l menjaminl tumbuhl kembangl sil anak,l sertal 

membimbingl danl mengajarkanl sil anakl sesuail denganl agamal yangl 

dipercayal sebeluml anaknyal menjadil mandiri,l dewasal ataul sudahl 

menikah. 

Apabilal terjadil sengketal hakl asuhl (hadhanah),l Majelisl Hakiml 

berpijakl padal Pasall 105l Kompilasil Hukuml Islaml (KHI),l apabilal anakl 

terebutl beluml berusial 12l tahunl ataul mumayyizl hakl asuhl (hadhanah)l 

diberikanl kepadal ibul kandungnya,l tetapil apabilal sudahl berusial 12l 

tahunl keatasl ataul mumayyizl anakl tersebutl diberikanl pilihanl untukl 
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memilihl sendiril antaral ibul ataul ayahnya,l bilal perlul Majelisl Hakiml 

menghadirkanl anakl yangl bersangkutanl untukl dikonfirmasi. 

Sedangkanl apabilal anakl tersebutl masihl berusial dibawahl 12l 

tahunl ataul beluml mumayyizl danl inginl ikutl denganl ayahl kandungnyal 

inil termasukl dalaml kaswistisl (pertimbangan),l Majelisl Hakiml 

mempunyail pertimbanganl yangl tercoverl dalaml keteranganl saksi-saksil 

didalaml persidangan. 

Menurutl pertimbanganl Majelisl Hakiml atasl keteranganl saksi-

saksil anakl akanl diberikanl kepadal ayahl kandungnyal apabilal : 

1. Mempunyail akhlakl yangl baik 

2. Tidakl pemabuk 

3. Tidakl pezina 

4. Tidakl penjudi 

5. Ahlil ibadah 

6. Tidakl mempunyail sifatl yangl tercemarl dil masyarakat 

 

Jikal anakl tersebutl beluml mumayyizl ataul beluml berusial diatasl 

12l tahunl danl ternyatal ibul kandungnyal berkelakuanl tidakl baikl misalnyal 

pemboros,l pemarahl yangl dapatl membahayakanl keselamatanl anak,l 

bertabiatl buruk,l makal tidakl bisal sertal mertal diberikanl hakl asuhl 

(hadhanah)l anakl kepadal ibunya.l Apabilal kedual belahl pihakl baikl ibul 

ataul ayahl kandungl daril anakl tersebutl memilikil akhlakl yangl tidakl baikl 

,l makal anakl tersebutl akanl diberikanl kepadal lembagal yangl bisal 

mengasuh,l memelihara,l mendidik,l danl melindungil anakl tersebutl ataul 
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bisal diberikanl kepadal keluargal terdekatl baikl kakekl ataul pamanl yangl 

dipandangl mumpunil ataul dapatl membiayail pendidikannya,l keselamatanl 

anakl danl perkembanganl anak.
71

 

Terdapatl tigal faktorl anakl tersebutl diberikanl kepadal ibu,l yaitul : 

1. Ibul merupakanl orangl yangl lebihl berhakl mengasuhl anak. 

2. Ibul memilikil sifatl lemahl lembutl dalaml mendidikl danl mengasuhl 

anak. 

Abul bakarl pernahl mengambill sebuahl kebijakanl terkaitl perebutanl 

anakl antaral Umarl denganl seorangl nenek.l Padal suatul waktul 

setelahl bercerail denganl istrinya,l Umarl binl Khatabl pergil kel 

Qubal danl menemuil anaknyal sedangl bermainl dil depanl masjid,l 

lalul Umarl mengambill anaknyal danl meletakkanl dil atasl kudal 

yangl ial tunggangi. 

3. Berdasarkanl Pasall 105l hurufl al Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l 

yangl menentukanl bahwal pemeliharaanl anakl yangl beluml 

mumayyizl ataul beluml berumurl 12l tahunl adalahl hakl ibunya.l Ibul 

lebihl berhakl jikal seluruhl syaratl danl kriterial hadhanahl terpenuhil 

padal dirinya. 

 

Secaral yuridisl normatif,l keutamaanl ibul mengasuhl anakl secaral 

eksplisitl diaturl dalaml Pasall 105l Kompilasil Hukuml Islaml (KHI).l 

Hakiml dapatl menggunakanl ketentuanl tersebutl sebagail salahl satul 
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landasanl hukuml danl pertimbangannyal dalaml memutuskanl suatul 

perkara.l Ketentuanl yangl diaturl dalaml Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l 

menjadil salahl satul acuanl hakiml dalaml memutuskanl suatul perkaral 

yangl diajukanl kepadanya.l Artinya,l hakiml dapatl merujukl kepadal aturanl 

tersebutl dalaml menyelesaikanl persoalanl yangl diajukanl olehl paral 

pencaril keadilanl (yustisiable). 

Setiapl putusanl hakiml yangl diputuskanl memilikil tigal kekuatanl 

yangl melekatl padanya,l yaitul : 

1. Kekuatanl Mengikat 

Artinya,l putusanl tersebutl dapatl mengikatl paral pihakl yangl 

terlibatl dalaml perkaral tersebut.l Putusanl yangl telahl memilikil 

kekuatanl hukuml tetapl tidakl dapatl diganggul gugatl danl harusl 

dipatuhil sertal ditaatil olehl merekal yangl terlibatl dil dalamnya.l 

Putusanl yangl memilikil kekuatanl hukuml bagil paral pihakl yaitul 

Penggugatl (ibu)l danl Tergugatl (ayah).l Keduanyal harusl 

menjalankanl amarl putusanl tersebutl sebagaimanal mestinya.l Jikal 

putusanl inil masihl membukal peluangl bagil kedual pihakl untukl 

mendapatkanl anakl tersebut,l makal keduanyal memilikil hakl untukl 

itu.l Seorangl ayahl disampingl berkewajibanl memberikanl segalal 

yangl dibutuhkanl dalaml menunjangl pertumbuhanl anakl danl 

pendidikannya,l dapatl pulal memeliharal anakl meskipunl dalaml 

kondisil berjauhanl daril dirinya. 
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Kewajibanl memeliharal anakl menjadil tanggungl jawabl 

bersamal pasanganl suamil istri.l Istril berkewajibanl dalaml bentukl 

memeliharal danl merawatnyal sementaral dalaml bidangl materil 

menjadil tanggungl jawabl ayahnya.l Jikal ayahl tidakl mampul 

membayarl biayal hidupl kepadal anak,l ibul dapatl pulal dibebankanl 

tanggungl jawabl memberikanl nafkahl kepadal anak.l Keharusanl 

membayarl biayal nafkahl biasanyal diputuskanl olehl hakim. 

2. Kekuatanl Pembuktian 

Kegunaanl daril sebuahl putusanl adalahl dapatl dijadikanl 

sebagail bahanl buktil jikal suatul saatl diperdebatkanl kembalil 

terhadapl suatul persoalanl hukuml yangl dihadapil olehl paral pihak.l 

Putusanl dapatl dijadikanl alatl buktil yangl sangatl kuatl danl dasarl 

bagil salahl satul pihakl jikal timbull lagil permasalahanl dil kemudianl 

hari. 

3. Kekuatanl Eksekutorial 

Artinya,l setiapl putusanl yangl telahl memilikil kekuatanl 

hukuml tetapl dapatl dilakukanl eksekusil jikal salahl satul pihakl 

tidakl melaksanakannya. 

 

Konsekuensil yangl muncull pascal terjadinyal perceraianl orangl tual 

adalahl memeliharal anak-anakl yangl lahirl daril perkawinan.l Kedual orangl 

tual berkewajibanl memeliharanyal sampail anakl dapatl mandiril terhadapl 

kehidupannya.l Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl 

Perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 41l 
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menentukanl bahwal akibatl putusnyal perkawinanl karenal perceraianl 

adalahl : 

a. Baikl ibul ataul bapakl tetapl berkewajibanl memeliharal danl 

mendidikl anak-anaknya,l semata-matal berdasarkanl kepentinganl 

anak,l bilamanal adal perselisihanl mengenail penguasaanl anak-anak,l 

pengadilanl memberil keputusannya. 

b. Bapakl yangl bertanggungl jawabl atasl semual biayal pemeliharaanl 

danl pendidikanl yangl diperlukanl anak-anakl itu,l bilamanal bapakl 

dalaml kenyataanl tidakl dapatl memberil kewajibanl tersebut,l 

pengadilanl dapatl menentukanl bahwal ibul ikutl memikull biayal 

tersebut. 

c. Pengadilanl dapatl mewajibkanl kepadal mantanl suamil untukl 

memberikanl biayal penghidupanl danl ataul menentukanl suatul 

kewajibanl bagil bekasl istri.
72

 

 

Jikal dibandingkanl denganl ketentuanl Pasall 105l Kompilasil 

Hukuml Islaml (KHI),l Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l tentangl 

Perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 41l hampirl 

sama,l hanyal sajal didalaml Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l ditetapkanl 

batasl umurl anakl yangl pemeliharaannyal menjadil hakl ibu,l yaitul anakl 

yangl beluml mumayyizl ataul beluml berumurl 12l tahun,l sedangkanl untukl 

anakl yangl sudahl mumayyizl diserahkanl kepadal anakl sendiril untukl 

memilihl ikutl ayahl ataul ibunya.l Namunl demikianl dalaml Kompilasil 

                                                             
 

72
l Amiurl Nurrudin,l Loc.l Cit.,l hlm.l 48 



 

79 
 

Hukuml Islaml (KHI)l adal kemungkinanl bahwal anakl yangl beluml 

mumayyizl dipeliharal olehl ayahnyal danl bagil orangl tual yangl melalaikanl 

kewajibannyal tersebutl menurutl Undang-Undangl Nomorl 16l Tahunl 2019l 

tentangl Perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974l Pasall 

49l dapatl disebutl kekuasaannyal atasl permintaanl orangl tual yangl lain. 

Hall inil diperkuatl jugal olehl Ahmadl Azharl Basyirl yangl 

mengatakanl bahwal yangl terpentingl daril seorangl pemeliharaanl anakl 

adalahl anakl itul tentraml tinggall bersamanyal danl orangl itul mampul 

mendidikl anakl yangl bersangkutan.
73

 

Dalaml UUl Perkawinanl sendiril memangl tidakl terdapatl definisil 

mengenail Hakl Asuhl tersebut,l namunl jikal kital melihatl Pasall 1l angkal 

11,l Undang-Undangl Nomorl 23l Tahunl 2002l tentangl Perlindunganl Anakl 

(UUl Perlindunganl Anak),l terdapatl istilahl “Kuasal Asuh”l yaitul 

“kekuasaanl orangl tual untukl mengasuh,l mendidik,l memelihara,l 

membina,l melindungi,l danl menumbuhkembangkanl anakl sesuail denganl 

agamal yangl dianutnyal danl kemampuan,l bakat,l sertal minatnya.” 

Selainl itul jugal dalaml Pasall 1l angkal 10,l UUl Perlindunganl 

Anakl terdapatl pulal istilahl “Anakl Asuh”l yaitul : 

“Anakl yangl diasuhl olehl seseorangl ataul lembaga,l untukl 

diberikanl bimbingan,l pemeliharaan,l perawatan,l pendidikan,l danl 

kesehatan,l karenal orangl tuanyal ataul salahl satul orangl tuanyal 

tidakl mampul menjaminl tumbuhl kembangl anakl secaral wajar.” 

 

Satu-satunyal aturanl yangl denganl jelasl danl tegasl memberikanl 

pedomanl bagil hakiml dalaml memutusl pemberianl hakl asuhl anakl 
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tersebutl terdapatl dalaml Pasall 105l Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l yangl 

menyatakanl : 

1. Ar-Riqqu 

Maksudnya,l orangl yangl bersangkutanl berstatusl sebagail 

budak,l walaupunl masihl “tersisal sedikit”.l Karenal hadhanahl (hakl 

asuh)l merupakanl salahl satul jenisl wilayahl (tanggungl jawab).l 

Adapunl seorangl budak,l ial tidakl mempunyail hakl wilayahl 

(tanggungl jawab).l Karenal ial tidakl disibukkanl denganl pelayananl 

terhadapl majikannyal danl segalal yangl ial lakukanl terbatasil hakl 

tuannya. 

2. Orangl Fasiq 

Orangl sepertil ini,l ial mengerjakanl maksiatl sehinggal keluarl 

daril ketaatanl kepadal Allah.l Itul berarti,l ial tidakl bisal dipercayal 

mengembanl tanggungl jawabl pengasuhan.l Sehingga,l hakl asuhl 

anakl terlepasl darinya.l Keberadaanl anakl bersamanyal sedikitl ataul 

banyakl ial akanl mendidikl anakl sesuail denganl kebiasaanl 

buruknya.l Inil dikhawatirkanl akanl berpengaruhl negatifl bagil anak,l 

yangl tentunyal berdampakl padal pendidikanl anak. 

3. Orangl Kafir 

Orangl kafirl tidakl bolehl diserahil hakl mengasuhl anakl yangl 

beragamal Islam.l Kondisinyal lebihl burukl daril orangl fasiq.l 

Bahayal yangl muncull darinyal lebihl besar.l Tidakl menutupl 
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kemungkinan,l ial memperdayal sil anakl danl mengeluarkannyal daril 

Islaml melaluil penanamanl keyakinanl agamal kufurnya. 

4. Seorangl Wanital Yangl Telahl Menikahl Lagil Denganl Lelakil Lain 

Dalaml masalahl pengasuhanl anak,l ibulahl yangl lebihl 

memilikil hakl yangl utama.l Akanl tetapi,l hakl inil secaral otomatisl 

gugur,l bilal ial menikahl lagil denganl laki-lakil ajnabil (laki-lakil 

lain).l Maksudnya,l lelakil bukanl daril kalanganl „ashabahl (pewaris)l 

anakl yangl diasuhnya.l Tetapi,l jikal sangl ibul menikahl denganl 

seorangl laki-lakil yangl masihl memilikil hubunganl talil kekerabatanl 

denganl sil anak,l makal hakl asuhl ibul tidakl hilang. 

Ataul misalnya,l seorangl wanital yangl telahl diceraikanl 

suaminya,l danl kemudianl ial menikahl denganl lelakil lainl (ajnabi),l 

makal dalaml keadaanl sepertil ini,l ial tidakl memperolehl hakl asuhl 

anakl daril suaminyal yangl pertama.l Denganl demikianl hakl 

pengasuhannyal menjadil gugur,l berdasarkanl kandunganl hadistl 

Nabil SAWl : 

“Engkaul lebihl berhakl mengasuhnyal selamal engkaul beluml 

menikah”. 

Padal usial yangl telahl ditentukanl syari‟at,l anakl berhakl 

menentukanl pilihanl untukl hidupl bersamal denganl ibul ataul ayahnya.l 

Dalaml hall inil harusl terpenuhil dual syarat,l yaitul : 

a. Ayahl danl ibunyal harusl layakl mendapatkanl tanggungl jawabl 

mengasuhl anaknyal (ahlil hadhanah).l Artinya,l salahl satul faktorl 



 

82 
 

yangl menghalangil seseorangl bolehl mengasuhl anaknyal tidakl 

bolehl melekatl padanya. 

b. Sil anakl sudahl „aqill (berakal).l Jikal ial mempunyail cacat,l makal ial 

tetapl beradal dil bawahl pengawasanl ibunya.l Pasalnya,l karenal 

wanital lebihl sayang,l lebihl bertanggungl jawab,l danl lebihl 

mengetahuil kebutuhan-kebutuhanl anak. 

 

Didalaml kasusl mengenail perceraianl danl berlanjutl denganl hakl 

asuhl anakl memangl jarangl dijumpail jikal sampail kel tahapl kasasil danl 

peninjauanl kembali.l Tetapil memangl adal beberapal yangl sampail kel 

tingkatl kasasil namunl jarangl dijumpai,l padal kasusl sepertil inil jikal salahl 

satul pihakl tidakl dapatl menerimal putusanl daril hakiml merekal biasanyal 

hanyal mengajukanl upayal hukuml sampail padal tingkatl bandingl saja.l 

Karenal dil tingkatl bandingl merekal sudahl mendapatl keadilanl 

sebagaimanal mestinyal merekal dapatkanl daril pengadilan.l Terkadangl 

pihakl yangl akanl melakukanl tingkatl bandingl seorangl hakiml akanl 

bertanyal kembalil apakahl yakinl akanl melanjutkanl kel tingkatl bandingl 

denganl penjelasanl yangl dipaparkanl secaral detaill mengenail banding,l 

terkadangl penjelasannyal membuatl pihakl tersebutl tidakl jadil melanjutkanl 

perkaranyal denganl berbagail pertimbanganl yangl telahl dipertimbangkanl 

olehl pihakl tersebutl denganl dibantul olehl hakiml yangl menanganil 

perkaranya,l walaupunl adal jugal yangl tetapl melanjutkanl upayal hukuml 

bandingl tersebut,l semual itul tergantungl pihakl yangl bersangkutan,l jikal 
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memangl pihakl masihl membutuhkanl upayal hukuml inil makal tetapl akanl 

dijalankanl sesuail denganl prosedurl yangl telahl ditetapkan.
74
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BABl IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl kajianl diatas,l dapatl disimpulkanl : 

1. Penetapanl Hakl Asuhl Anakl Pascal Terjadinyal Perceraianl dil 

Pengadilanl Agamal Patil Kelasl 1l A 

Umumnyal hakiml menggunakanl Pasall 105l Kompilasil Hukuml 

Islaml (KHI)l inil sebagail dasarl hukuml dalaml membuatl keputusanl 

terkaitl denganl kewenanganl hakl asuhl anak.l Namunl demikianl 

ketentuanl inil tidakl berlakul mutlakl karenal dalaml Pasall 229l 

Kompilasil Hukuml Islaml (KHI)l ditegaskanl bahwal Hakiml dalaml 

menyelesaikanl perkara-perkaral yangl diajukanl kepadanya,l wajibl 

memperhatikanl denganl sungguh-sungguhl nilai-nilail hukuml yangl 

hidupl dalaml masyarakatl sehinggal putusannyal sesuail denganl rasal 

keadilan.l Jadil hakiml harusl mempertimbangkanl sungguh-sungguhl 

apakahl sil Ibul layakl mendapatkanl hakl untukl mengasuhl anakl yangl 

beluml mumayyizl ataul beluml berumurl 12l tahun.l Dalaml Al-Quranl 

orangl tual wajibl memelihara,l mengasuh,l mendidikl danl menjaga,l 

melindungil anakl menurutl kadarl kemampuannyal diaturl dalaml Q.S.l 

al-Baqarahl (2):233l yangl artinyal bahwal kewajibanl orangl tual 

terhadapl anakl tidakl terputusl olehl perceraianl ataupunl penetapanl 

hakiml berdasarkanl padal ketentuan-ketentuanl hukuml yangl berlaku. 
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Dalaml menetapakanl perkaral hakl asuhl anakl hakiml diharapkanl 

dapatl mengambill keputusanl yangl terbaikl bagil kepentinganl anakl 

bukanl hanyal untukl kepentinganl paral pihakl sehinggal nantinyal tidakl 

menghambatl pertumbuhanl jasmanil danl rohanil anak-anakl korbanl 

perceraian. 

2. Akibatl Hukuml Penetapanl Hakl Asuhl Anakl dil Pengadilanl Agamal 

Patil Kelasl Il A 

Konsekuensil yangl muncull pascal terjadinyal perceraianl orangl 

tual adalahl memeliharal anak-anakl yangl lahirl daril perkawinan.l 

Kedual orangl tual berkewajibanl memeliharanyal sampail anakl dapatl 

mandiril terhadapl kehidupannyal sepertil dalaml Pasall 41l Undang-

Undangl Nomorl 1l Tahunl 1974.l Setelahl terjadinyal perceraianl orangl 

tual harusl tetapl memberikanl kasihl sayangl kepadal anakl walaupunl 

anakl hanyal tinggall denganl salahl satul daril orangl tuanyal karenal 

apabilal tidakl dapatl mengganggul psikisl daril anakl tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkanl padal kesimpulanl diatasl makal saranl yangl dapatl 

diberikanl terkaitl denganl penetapanl hakl asuhl anakl danl akibatl 

hukumnyal adalahl : 

1. Hakiml dalaml memutusl suatul perkaral harusl memperhatikanl 

sungguhsungguhl nilai-nilail hukuml yangl hidupl dalaml masyarakatl 

sehinggal putusannyal sesuail denganl rasal keadilan,l jadil hakiml 

harusl mempertimbangkanl apakahl sil Ibul layakl mendapatkanl hakl 
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untukl mengasuhl anakl yangl beluml mumayyizl ataul beluml 

berumurl 12l tahun. 

2. Diharapkanl semual pihakl yangl mengalamil permasalahanl dalaml 

perolehanl hakl asuhl anakl dapatl menempuhl jalurl hukuml yangl 

benarl sesuail denganl ketentuanl hukuml yangl berlakul tanpal 

menimbulkanl efekl psikologisl yangl burukl bagil anakl danl tetapl 

mengupayakanl sertal mengedepankanl musyawarahl sebagail jalanl 

keluarl daril penyelesaianl masalahl hakl asuhl anak. 
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